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MOTTO
“Usaha dan keberanian tidaklah cukup tanpa tujuan dai'arah

(John F. Kennedy)

! |swi Hariyani dan R. Serfiant®ebas Jeratan Utang Piutang, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
2010, him. 3.
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RINGKASAN

Kebakaran lahan merupakan salah satu penyebab pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup. Kasus kebakaran lahan yang pernah terjadi salah
satunya adalah kebakaran lahan milik PT. Bumi Mekar Hijau yang terjadi pada
tahun 2014. Kebakaran tersebut diakibatkan oleh masyarakat yang membakar
lahan untuk menanam padi yang biasa disebut dengan sonor. Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia selaku Penggugat
/Pembanding mengajukan gugatan terhadap PT. Bumi Mekar Hijau selaku
Tergugat/Terbanding karena kebakaran lahan tersebut menimbulkan kerugian bagi
masyarakat maupun lingkungan hidup. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian
ekologis, kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya
genetika, kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara dan kerugian ekonomis.
Kasus tersebut diadili sampai ke tingkat banding dimana majelis hakim
menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.
78.502.500.000.00 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima ratus Dua Juta Lima ratus
Ribu Rupiah) kepada Penggugat/Pembanding melalui rekening Kas Negaea
adanya uang paksa dalam Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG. Hal ini jauh dari
tuntutan Penggugat/Pembanding. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik
untuk menulis skripsi dengan judtlanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha di
Bidang Hutan Tanaman Industri dalam Memberikan Ganti Rugi Akibat
Kebakaran Lahan (Studi Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT.PL G).”

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah mengenai
bentuk tanggung jawab hukum, akibat hukum daiio decidentie, diantaranya
apa bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha di bidang Hutan Tanaman
Industri dalam memberikan ganti rugi akibat kebakaran lahan, apa akibat hukum
bagi pelaku usaha di bidang Hutan Tanaman Industri apabila terbukti
mengakibatkan kebakaran lahan dan egieo decidentie majelis hakim dalam
memutus perkara Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk
tanggung jawab hukum pelaku usaha di bidang Hutan Tanaman Industri dalam
memberikan ganti rugi akibat kebakaran lahan, mengetahui dan memahami akibat
hukum bagi pelaku usaha di bidang Hutan Tanaman Industri apabila terbukti
mengakibatkan kebakaran lahan serta mengetahui dan menratiardecidentie
majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini
adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan
undang-undang dan pendekatan konseptual.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, bentuk tanggung jawab
hukum pelaku usaha di bidang hutan tanaman industri dalam memberikan ganti
rugi akibat kebakaran lahan adalah membayar ganti rugi sesuai tingkat kerusakan
kepada negara, biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan tindakan lain yang
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diperlukan. Akibat hukum bagi pelaku usaha di bidang hutan tanaman industri
yang terbukti mengakibatkan kebakaran lahan adalah pelaku usaha harus
membayarkan ganti rugi tersebut dan pelaku usaha dapat dijatuhi sanksi pidana
dan sanksi administratiRatio decidentie majelis hakim dalam memutus perkara
Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG masih kurang tepat karena majelis hakim tidak
mempertimbangkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah majelis hakim perlu
memiliki keahlian khusus di bidang lingkungan hidup supaya dapat memutus
perkara ganti rugi dalam bidang lingkungan hidup dengan benar. Sanksi pidana
dan sanksi administratif juga harus ditegakkan secara serius agar pelaku usaha
tidak melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu,
pengaturan terkait tanggung jawab mutlak perlu diatur dalam undang-undang
tersendiri agar pengaturannya lebih jelas dan rinci.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar diseluruh dunia yang dapat
ditemukan baik di daerah tropis maupun di daerah beriklim dingin. Hutan
berperan sebagai fungsi oksigen, lubung air, penyeimbang lingkungan dan
mencegah timbulnya pemanasan gldb8edangkan Pasal 1 angka 2 Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, selanjutnya disebut UUK
memberikan pengertian bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan
dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan. Kawasan hutan di Indonesia memiliki area yang sangat luas. Daratan
di Indonesia masih tertutup oleh hutan seluas 82 hektare menuruFatath
Watch Indonesia (FWI). Hutan sebagai salah satu sumber daya alam kehutanan
yang memiliki areal yang sangat luas harus dijaga kelestariannya agar dapat
memberikan manfaat bagi lingkungan hidup dan sosial-budaya. Namun, di sisi
lain hutan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan
pembangunan ekonomi, baik bagi intergenerasi maupun antargenerasi.

Hutan di Indonesia dikuasai oleh negara. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya
disebut UUD NRI 1945 menjadi landasan bahwa negara menguasai sumber daya
alam. Negara mempergunakan sumber daya alam tersebut untuk kemakmuran
rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945, secara sederhana dapat
diuraikan beberapa unsur yang menjadi dasar penguasaan dan pengusahaan

sumber daya alam, yaitu unsur:

2 Fransiskus Silintegejournal.unsrat.ac.id, 2016,
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/119B8& tanggungjawaban
Hukum Terhadap Kebakaran Kebun Berdasarkan Undangundang Nomor 39 Tahun 2014, diakses
pada Kamis, 27 September 2018, pukul 11.11 WIB

¥ Ahmad RediHukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan, Jakarta, Sinar
Grafika, 2014, him. 7.
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1. sumber daya alam dikuasai negara, terutama cabang-cabang produksi yang
menguasai hidup orang banyak;

2. cabang-cabang produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua,di bawah
pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat;

3. dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan

kemakmuran perorangan.

Negara mempunyai hak untuk menguasai hutan. Hal ini diatur dalam Pasal
4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang
mengatur bahwa semua hutan termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya

yang berada di wilayah Republik Indonesia, dikuasai oleh negara.

Hutan tidak hanya dikuasai semata, melainkan juga harus diusahakan agar
dapat memberikan dampak secara ekonomis. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UUK,
penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara
memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala
sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; menetapkan
kawasan hutan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan
hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan,
serta mengatur perbuatan hukum mengenai hutan. Pemerintah selaku
penyelenggara negara mempunyai kewenangan untuk memberi izin dan hak
kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehufafidang
kehutanan yang dapat diusahakan sehingga dapat memberikan dampak secara
ekonomis salah satunya adalah bidang Hutan Tanaman Industri (HTI).

Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah kawasan hutan produksi yang dalam
kegiatan produksinya menerapkan budidaya kehutanan untuk memenuhi
kebutuhan bahan baku industri kehutanan, baik kayu maupun non kayu. Pelaku
usaha di bidang Hutan Tanaman Industri dalam menjalankan kegiatan

produksinya harus mempunyai izin berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

* Darwin Ginting,Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis (Hak
Menguasai Negara dalam Sstem Hukum Pertanahan Indonesia), Bogor, Ghalia Indonesia, 2010,
him. 139.
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Kayu dalam hutan tanaman industri yang selanjutnya disingkat TUPHHK-

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor : P.12/Menlhk-11/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman
Industri menjelaskan bahwa pelaku usaha dapat memanfaatkan hasil hutan berupa
kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan,
pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemamenan, dan pemasaran apabila
pelaku usaha telah mendapatkan izin.

Pelaku usaha di bidang Hutan Tanaman Industri memiliki kewajiban
dalam pengelolaan lingkungan hidup ketika menjalankan kegiatan produksinya.
Pasal 68 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut UUPPLH menegaskan
bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjaga keberlanjutan fungsi
lingkungan hidup. Pelaku usaha dituntut untuk tidak mencemari dan/atau merusak
lingkungan. Namun faktanya pelaku usaha yang menyebabkan kerusakan
lingkungan dalam menjalankan kegiatan usahanya masih ditemukan. Kerusakan

lingkungan yang ditimbulkan salah satunya adalah kebakaran lahan.

Kasus kebakaran lahan yang pernah terjadi salah satunya adalah kebakaran
lahan milik PT. Bumi Mekar Hijau yang terjadi pada tahun 2014. PT. Bumi
Mekar Hijau merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman
Industri. Perusahaan tersebut menanam polwalyptus dan akasia untuk
dijadikan bubur kertas. Kebakaran tersebut terjadi pada lahan seluas 20.000
hektare. Kebakaran tersebut disebabkan oleh api yang ditimbulkan dari kegiatan
masyarakat yang melakukan pembakaran lahan miliknya untuk penanaman padi,
biasanya disebut sonor. Api tersebut menjalar ke lahan PT. Bumi Mekar Hijau
sehingga terjadilah kebakaran lahan seluas 20.000 hektare. Kebakaran lahan
tersebut menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup karena kebakaran tersebut
dapat menyebabkan rusaknya unsur tanah dan hilangnya keanekaragaman hayati.
Kebakaran lahan tersebut juga menghasilkan asap yang mengandung gas
berbahaya bagi kesehatan pernafasan manusia. Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Republik Indonesia selaku Penggugat mengajukan gugatan kepada
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Pengadilan Negeri Palembang dengan dasar gugatan Pasal 1365 KUHPerdata dan
Pasal 90 UUPPLH. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia mengajukan tuntutan ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat
melalui rekening Kas Negara sebesar Rp.2.687.102.500.000,- (Dua Triliun Enam
Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
serta biaya pemulihan sebesar Rp. 5.299.502.500.000,- (Lima Triliun Dua Ratus
Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Penggugat juga meminta agar majelis hakim memutus agar Tergugat membayar
uang paksa sebesar Rp. 50.000.000,- per hari setiap keterlambatan melaksanan
putusan. Namun majelis hakim menjatuhkan putusan bahwa gugatan Penggugat
ditolak untuk seluruhnya dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg Kemudian,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, selanjutnya
disebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding kepada
Pengadilan Tinggi Palembang. Pengadilan Tinggi Palembang menerima dan
mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian dan menghukum
Tergugat/ Terbanding untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 78.502.500.000.00
(Tujuh Puluh Delapan Milyar Limaratus Dua Juta Limaratus Ribu Rupiah) kepada
Penggugat / Pembanding melalui rekening Kas Negara dalam Putusan Nomor
51/PDT/2016/PT.PLG. Besarnya ganti rugi yang ditetapkan oleh Pengadilan
Tinggi Palembang sangat jauh sekali dengan petitum yang diajukan oleh pihak
penggugat. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang juga tidak menjatuhkan
putusan untuk menghukum Terbanding membayar uang paksa apabila putusan

tidak dilaksanakan.

Menurut ilmu hukum perdata, setiap perbuatan yang bertentangan dengan
hukum, hak dari pihak lain, dan kepatutan dalam pergaulan masyarakat harus
dipertanggungjawabkan atas sejumlah kerugian yang diderita pihakHainini
diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka
yang dimaksud perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan

hukum perdata yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah

®>N. H. T. SiahaarEdis Kedua Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Jakarta,
Erlangga, 2004, him. 306.
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menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang mengharuskan orang yang karena
salahnya telah menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti ke?ugiesal

87 ayat (1) UUPPLH menjelaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum
berupa pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan
kerugian bagi orang lain atau lingkungan hidup, maka penanggung jawab usaha
wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Apabila kita
melihat Pasal 3 huruf ¢ dan d Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7
Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup, kerugian lingkungan hidup meliputi kerugian
untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup dan/atau kerugian ekosistem.
Biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup juga
meliputi biaya pemulihan. Namun di dalam Putusan Banding tersebut, majelis
hakim tidak mengabulkan petitum terkait biaya pemulihan yang diminta oleh
Penggugat/Pembanding.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan
menganalisa putusan tersebut dalam bentuk skripsi yang bef{liduggung
Jawab Hukum Pelaku Usaha di Bidang Hutan Tanaman Industri dalam
Memberikan Ganti Rugi Akibat Kebakaran Lahan ( Studi Putusan Nomor
51/PDT/2016/PT.PLG ).”

1.2 Rumusan Masalah
1. Apa bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha di bidang Hutan
Tanaman Industri dalam memberikan ganti rugi akibat kebakaran lahan ?
2. Apa akibat hukum bagi pelaku usaha di bidang Hutan Tanaman Industri
apabila terbukti mengakibatkan kebakaran lahan ?
3. Apa ratio decidentie majelis hakim dalam memutus perkara Nomor
51/PDT/2016/PT.PLG ?

® Munir Fuady,Konsep Hukum Perdata, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015, him. 248.
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1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan
yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan
hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis
dan berasal dari masyarakat yang bersifat praktis.

3. Untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan
pemikiran terhadap pemerintah, masyarakat, almamater mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Jember, serta para pihak yang memiliki

ketertarikan terhadap permasalahan yang dihadapi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab hukum
pelaku usaha di bidang Hutan Tanaman Industri dalam memberikan
ganti rugi akibat kebakaran lahan.

2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi pelaku usaha di
bidang Hutan Tanaman Industri apabila terbukti mengakibatkan
kebakaran lahan.

3. Untuk mengetahui dan memahamadtio decidentie majelis hakim
dalam memutus perkara Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG.

1.4 Metode Pendlitian
1.4.1 Tipe Pendlitian
Tipe penelitian hukum di Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua),
yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis/empiris.
Penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan istilah penelitian
kepustakaan dilakukan dengan meniliti bahan hukum primer maupun
bahan hukum sekunder. Sedangkan penelitian hukum sosiologis/empiris

meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan
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penelitian terhadap efektivitas hukdnDari penjelasan tersebut, penulis
meggunakan penelitian hukum normatif karena dalam penelitian ini
penulis membahas terkait studi putusan yang membutuhkan analisis
terhadap teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan perundang-undangan

serta buku-buku, jurnal, dan dokumen lain yang dibutuhkan.
1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum ada beberapa macam, yaitu
pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis,
pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Pendekatan penelitian
hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan konseptual.

Penelitian dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk
keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan
perundang-undangan. Pendekatan ini menelaah semua peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk dapat menyelesaikan
permasalahan yang aBlaPendekatan perundang-undangan digunakan
untuk memahami pengaturan terkait tanggung jawab pelaku usaha di
bidang Hutan Tanaman Industri dalam memberikan ganti rugi akibat
akibat hukum bagi pelaku usaha yang terbukti mengakibatkan kebakaran
lahan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual.
Pendekatan konseptual merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-
prinsip ini ditemukan pada pandangan sarjana atau doktrin-doktrin
hukum?® Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan

" Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research),
Jakarta, Sinar Grafika, 2015, him. 18.

8 peter Mahmud MarzukRenelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta,
Prenadamedia Group, 2016, him. 136.

®1bid., him. 178.
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pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas
hukum yang relevan dengan isu yang dihadpi.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum diperlukan untuk mendapatkan jawaban atas isu dan
permasalahan yang sedang diteliti. Bahan hukum yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas
(authority), artinya bersifat mengikat.Bahan hukum primer dapat berupa
perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembutan
perundang-undangan dan putusan hakimdapun bahan hukum primer
yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014
tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup;
d. Peraturan Pemerintan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubatan atas
Peraturan Pemerintan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan
Hutan Peraturan
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat diartikan pula sebagai
publikasi dokumen-dokumen resmi. Dokumen- tersebut dapat berupa buku

teks, kamus, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pendadilan.

%1pid., him. 133.

1 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Op.Cit., him. 52.
12 peter Mahmud MarzukiQp.Cit., him. 181.

13 pid.
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1.5 AnalisisBahan Hukum
Penelitian ini meggunakan analisis kualitatif yaitu bahan hukum yang

telah diperoleh tadi dipahami dan dirangkai serta disusun secara sistematis untuk

dapat ditarik suatu kesimpulan. Untuk menarik suatu kesimpulan, penulis

menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu menjelaskan terlebih dahulu hal-hal

yang bersifat umum kemudian dari hal-hal yang bersifat umum tersebut ditarik

kesimpulan yang lebih khusus. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam

melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah :

1.

Mengidentifikasi fakta hukum dan menggeliminir hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang

mempunyai relevan juga bahan-bahan non hukum;

Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-
bahan yang telah dikumpulkan;

Menarik kesimpulan dalam argumentasi yang menjawab isu hukum;
Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun
didalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Peter Mahmud lebih cocok juga

digunakan dalam penelitian hukum pada taraf dogmatik hukum, yaitu yang

bersifat preskripsi dan terap&h.Tujuan dilakukannya analisa bahan hukum

tersebut untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok dan menarik

kesimpulan dari permasalahan umum ke khusus.

4 peter Mahmud MarzukiQp.Cit., him. 213.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pertanggungjawaban
2.1.1 Tanggung Jawab (Responsibility)

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh
dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagaifydynir Fuady*®
mengemukakan teoaiansprakelijkheid atau dalam bahasa Indonesia dapat
disebut dengan tanggung jawab adalah teori untuk menentukan siapa yang
harus menerima gugatan atau siapa yang harus digugat karena adanya
perbuatan melawan hukum. Dengan demikian setiap kewenangan yang sah
baik bersumber dari undang-undang maupun perjanjian, dapat
menimbulkan tanggung jawab pada si pelaksana tugas atau kewajiban itu.

Tanggung jawab dalam lingkungan hidup mengacu kepada prinsip
tanggung jawab résponsibility)!’” yang mewajibkan setiap pihak
bertanggung jawab terhadap setiap akibat tindakannya yang merugikan
pihak lain. Orientasi penerapan prinsip tersebut adalah perlindungan dan
pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan. Upaya pemulihan dapat berupa
satisfication, misalnya permohonan maaf secara resmi, ataupun berwujud
pecuniary reparation, misalnya dengan pemberian ganti rugi materiil
akibat terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh beberapa
faktor, salah satunya adalah kebakaran lahan. Kebakaran lahan merupakan
tanggung jawab dari pelaku usaha yang lahannya mengalami kebakaran.

Tanggung jawab pelaku usaha ini diatur dalam beberapa aturan :

' Departemen Pendidikan Nasiortéimus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,
Jakarta, Balai Pustaka, 2008.

'8 Nunuk Listyowati. 2015Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang
Belum Ber status Badan Hukum. e-Jurnal Spirit Pro Patria Volume 1 Nomor 2.
http://jurnal.narotama.ac.id2 November 2018.

7 Syaiful Bahri RurayTanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam
Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, Bandung, Alumni, 2012, him.
64.

10
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. Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan.

Pasal ini menjelaskan bahwa pemegang izin usaha pemanfaatan hutan,
serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan,
diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.

. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Pasal ini menjelaskan bahwa pemegang hak atau izin bertanggung
jawab atas segala sesuatu yang terjadi di lahannya, tidak terkecuali
apabila terjadi kebakaran lahan di areal kerjanya.

Pasal 68 huruf b dan huruf ¢ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan
usaha bekewajiban menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup
dan mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang
Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa.

Pasal ini menjelaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha kegiatan
usaha yang dapat menimbulkan kerusakan tanah untuk produksi
biomassa wajib melakukan upaya pencegahan kerusakan tanah.

. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup
yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Pasal ini menjelaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha yang
usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap
kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan
dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya
kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.

Pasal 10 Peraturan Pemerintan Nomor 45 Tahun 2004 tentang

Perlindungan Hutan.
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Pasal ini menjelaskan bahwa pemegang hak bertanggung jawab untuk
melaksanakan perlindungan pada hutan hak. Perlindungan tersebut
dapat berupa : 1) pencegahan gangguan dari pihak lain yang tidak
berhak; 2) pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak
kebakaran; 3) penyediaan personil dan sarana prasarana perlindungan
hutan; 4) mempertahankan dan memelihara sumber air; 5) melakukan
kerja sama dengan sesama pemilik hutan hak, pengelola kawasan
hutan, pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang izin pemungutan,
dan masyarakat.

d. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan.
Pasal ini menjelaskan bahwa pemegang izin Pemanfaatan Hutan,
Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan atau Pemilik Hutan Hak
bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.
Tanggung jawab tersebut dapat berupa : 1) tanggung jawab pidana; 2)
tanggung jawab perdata; 3) membayar ganti rugi; dan/atau 4) sanksi
administrasi.

Dengan demikian, pelaku usaha di bidang HTI memiliki suatu
tanggung jawab yang harus dipenuhi ketika lahan yang dikuasainya
mengalami kebakaran. Tanggung jawab tersebut adalah mengganti
kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan yang terjadi di area

kerjanya.

2.1.2 Tanggung Gugat (Liabiity)

Menurut Peter Mahmud Marzuld, pengertian tanggung gugat
lebih  mengarah kepada posisi seseorang atau badan hukum yang
dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi
setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Pendapat tersebut

tidak jauh berbeda dengan pendapat J.H. Niewenhuis, seorang ahli hukum

18 paulus Aluk Fajar Dwi Santd/empertanyakan Konsepsi Tanggung Gugat,
2018 http://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/mempertanyakan-konseggutar
gugat diakses pada Senin, 12 November 2018, pukul 15.00 WIB.
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perdata yang menyatakan bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban
untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma.
Pelanggaran norma tersebut dapat terjadi karena: (1) perbuatan melawan
hukum, atau (2) wanpretasi. Nieuwenhuis menguraikan bahwa tanggung

gugat itu bertumpu pada dua tiang, yaitu pelanggaran hukum dan

kesalahan.

Namun menurut pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas
Jenderal Soedirman, J. Satfistilah tanggung gugat tidak dikenal dalam
hukum. Tanggung jawab dan tanggung gugat tidak memiliki perbedaan
yang mendasar dalam konteks hukum. Tanggung gugat bukan merupakan
terminologi hukum yang dapat ditemui dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia.

2.1.3 Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut UUPLH
memperkenalkan asas tanggung jawab yang bersifat khusus, yang disebut
denganStrict Liability. Komar Kantaatmadja menyebut asas ini sebagai
tanggung jawab mutlaf® Asas ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UUPLH
namun karena UUPLH tidak berlaku lagi dan digantikan oleh UUPPLH,
maka tanggung jawab mutlak diatur dalam pasal 88 UUPLH. Pasal
tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang kegiatannya menggunakan,
menghasilkan dan/atau mengelola B3 dan/atau yang dapat menimbulkan
ancaman serius bagi lingkungan tersebut, maka orang tersebut
bertanggung jawab secara mutlak tanpa harus membuktikan unsur
kesalahannya.

Dengan demikian, tanggung jawab mutlak dapat diartikan sebagai

tanggung jawab secara langsung dan seketika untuk mengganti kerugian

** Diana KusumasarApa Arti Tanggung Gugat?, 2011,
https://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl5934/apa-arti-tanggung-gutiakses pada
Senin, 12 November 2018, pukul 15.05 WIB.

2N. H. T. SiahaarQp. Cit., him. 311.
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yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang
dilakukan oleh pelaku usaha, kecuali pencemaran dan/atau kerusakan
tersebut disebabkan oleh peristiwa alam, kerusuhan, perang, kekacauan,
pemberontakan, mematuhi perintah penguasa, perbuatan pihak ketiga atau

akibat perbuatan korban sendiri.

2.1.4 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab dalam Lingkungan Hidup
Tanggung jawab dalam lingkungan hidup mempunyai beberapa

prinsip, yaitu 2!

a. Prinsip Kehati-HatianHrecautionary Principle)
Prinsip kehati-hatian lahir sebagai solusi atas ketidakpastian ilmu
pengetahuan dalam memperkirakan dampak lingkungan sementara
para pengambil kebijakan harus membuat suatu keputusan.

b. Prinsip Tanggung Jawab Bersama Tetapi Berbetamion But
Differentiated Responsibility/CBDR)
Prinsip ini menyatakan bahwa semua negara memiliki kewajiban yang
sama untuk menjaga lingkungan hidupnya dan menerapkan
pembangunan berkelanjutan.

c. Prinsip Pencemar Membaydtd{luter Pays Principle/PPP)
Prinsip pencemar membayar ini bersumber dari imu ekonomi, yaitu
bahwa pencemar semata-mata merupakan seseorang yang melakukan
pencemaran yang seharusnya dapat dihindarinya. Berdasarkan prinsip
ini, ketika pencemaran terjadi, pencemar harus bertanggung jawab
mengeluarkan biaya untuk mengatasi pencemaran serta dampaknya
terhadap yang lain.

d. Prinsip Internalisasi Biaya Lingkungan
Pencemaran yang dilakukan oleh satu pihak akan menyebabkan
kerugian pada pihak lain. Kerugian orang lain ini disebut sebagai
eksternalitas, yaitu suatu dampak terhadap tingkat kesejahteraan pihak

ketiga yang timbul karena tindakan seseorang tanpa dipungut

%1 Syaiful Bahri RurayQp. Cit., him. 86.
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kompensasi atau pembayaran. Cara ini akan mengubah mekanisme

pasar dengan menentukan harga barang dan jasa dengan biaya

lingkungan (eksternalitas) yang sudah diperhitungkan di dalamnya.

Keempat prinsip tersebut pada dasarnya harus dilaksanakan.

Namun prinsip yang harus lebih ditekankan lagi adalah prinsip
pembangunan berkelanjutan atau disebsistdinable development).
Menurut Emil Salif?® pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai suatu
proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya
alam dan sumber daya manusia. Pembangunan harus berlangsung secara
terus menerus yang ditopang oleh sumber alam, kualitas lingkungan dan

manusia yang berkembang secara berlanjut.

2.2 Pelaku Usaha
2.2.1 Berbentuk Badan Hukum

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen memberikan pengertian bahwa Pelaku Usaha
adalah setiap orang perorangan atau badan usahamgaigikan
kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia dalam
berbagai bidang ekonomi. Badan usaha menurut Pasal 1 angka 32
UUPPLH dibagi menjadi dua, yaitu badan usaha berbentuk badan hukum
dan berbentuk bukan badan hukum.

Menurut R. Subekfi’ badan hukum adalah badan atau
perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan
seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat
digugat atau menggugat di depan hakim. Badan hukum memiliki
karakteristik yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan
badan usahanya, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta

yang dimilikinya.

22 Arif Zulkifli Nasution, Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanijuitau
Principles of Sustainable Developmemttp://bangazul.com/prinsip-prinsip-
pembangunan-berkelanjutadiakses pada Kamis, 22 November 2018 pukul 17.00 WIB

23 |swi Hariyani dkk.,Panduan Praktis SABH (Sistem Administrasi Badan
Hukum), Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia, 2011, him. 23.
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Badan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :

1. Badan hukum publik, yaitu badan hukum yang dibentuk dan didirikan
oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dana
awal pendiriannya diambilkan dari uang rakyat (APBN/APBD) yang
diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat atau kepentingan negara.
Contoh : BUMN, BUMD, Bank Indonesia, Kementerian Negara,
Pemerintah Daerah, Badan Layanan Umum (BLU), Pengadilan,
Kepolisian, Kejaksaan, KPK, LPS, universitas negeri, sekolah negeri,
dan lain-lain.

2. Badan hukum privat, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan
Hukum Privat/Hukum Sipil/Hukum Perdata yang menyangkut
kepentingan orang-perorang selaku pribadi di dalam badan hukum
tersebut. Tujuan pendirian badan hukum privat ada yang bersifat profit
atau mencari keuntungan usaha seperti, PT dan koperasi, dan ada pula
yang bersifat non profit/nirlaba di bidang sosial, keagamaan, dan
kemanusiaan, seperti yayasan dan perkumgdlan.

Badan usaha berbentuk badan hukum didirikan berdasarkan
pengesahan dari Negara/Pemerintah melalui Menteri yang berwenang dan
pada umumnya badan usaha berbentuk badan hukum ini diatur secara
khusus dalam undang-undang tersendiri. Ciri utama dari badan usaha
berbentuk badan hukum adalah adanya pemisahan yang jelas antara
kekayaan organisasi dengan kekayaan pritba8elain itu, badan hukum
juga mempunyai hak dan kewajiban, serta dapat mengadakan hubungan-
hubungan baik dengan badan hukum lain maupun dengan manusia seperti

hubungan dalam penjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.

2.2.2 Berbentuk Bukan Badan Hukum
Badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum memiliki
karakteristik yang berbeda dengan badan usaha yang berbadan hukum.

Pada bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak ada pemisahan

24 |bid., him 24.
5 |bid., him 36.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

17

antara kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha. Badan usaha
bukan badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian persekutuan antara
dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk bekerja sama secara
terus menerus dengan memberikan pemasukan berupa uang, barang,
tenaga, keahlian dan/atau pelanggan guna diusahakan bersama,
mempunyai nama dan tempat kedudukan tetap dengan tujuan mencari dan
membagi bersama keuntungan yang diperéfébadan usaha bukan badan
hukum terdiri dari dua macam, yaitu : a) perusahaan perseorangan
(contoh: Usaha Dagang/UD, dan Perusahaan Dagang/PD), gerta b
perusahaan persekutuan (contoh: Persekutuan Pé&tdatisohap,
Persekutuan Komanditer/CV, dan Persekutuan Fifina).

Pada dasarnya badan usaha baik yang berbentuk badan hukum
maupun yang bukan berbentuk badan hukum memiliki ciri-ciri pokok
yaitu kegiatan badan usaha bergerak di bidang ekonomi dan kegiatan
tersebut dilakukan secara terus-menerus dan tetap dengan tujuan untuk
memperoleh keuntungan. Selain itu badan usaha wajib melakukan
pembukuan demi kepentingan administrasi serta inventarisasi kegiatan dan

kekayaan perusahaan.

2.3 Hutan Tanaman Industri
2.3.1 Pengertian Hutan Tanaman Industri
Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990
tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri memberikan
pengertian bahwa Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah hutan tanaman
yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan
prodasi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi

kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Hutan ini dibangun untuk

*’Kementerian Hukum dan HAM, ditjenpp.kemenkumham.go.id, 2009,
http://ditienpp.kemenkumham.go.id/harmonisasi-peraturan-lainnya/43-sasiéiB2-
sosialisasi-rancangan-undang-undang-tentang-usaha-perseedangaadan-usaha-
bukan-badan-hukum.htm Sosialisas Rancangan Undang-Undang tentang Usaha
Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum, diakses pada Kamisy 2
September 2018, pukul 11.20 WIB

2" |swi Hariyani dkk.,Op. Cit., him. 2527.
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meningkatkan produktivitas hutan yang sudah tidak produktif lagi atau
terdegradasi.

Hutan Tanaman Industri merupakan perkebunan kayu monokultur
yang mempunyai skala besar dimana kayu tersebut ditanam dan dipanen
untuk diproduksi menjadi bubur kertaguip).?® Pohon-pohon yang
ditanam di hutan ini adaldBucalyptus dan Akasia. Kayu yang dihasilkan
tersebut juga digunakan sebagai bahan bakar dan kontruksi serta produksi

kertas dan kain seperti rayon.

2.3.2 Pembangunan Hutan Tanaman Industri

Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor : P.12/Menlhk-1I/2015 Tentang Pembangunan
Hutan Tanaman Industri menjelaskan bahwa pembangunan hutan tanaman
industri dimaksudkan untuk meningkatan produktivitas hutan produksi,
optimalisasi pemanfaatan ruang kelola Hutan Tanaman Industri, serta
meningkatkan daya saing produksi hasil hutan tanaman. Pasal 3 Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Namor
P.12/Menlhk-11/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri juga
menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan Hutan Tanaman Industri
adalah untuk memenuhi bahan baku industri kehutanan, meningkatkan
produksi dan diversifikasi hasil hutan, perbaikan aspek lingkungan dan
pemberdayaan masyarakat sekitar hutan produksi pada hutan tanaman.

Menurut Pasal 20 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.12/Menlhk-11/2015 Tentang
Pembangunan Hutan Tanaman Industri, pemegang izin dalam melakukan
pembangunan Hutan Tanaman Industri harus menyediakan benih baik
yang berasal dari kebun benih dalam areal kerjanya atau menggunakan
benih unggul yang berasal dari sumber benih yang bersertifikat sesuai
peraturan perundangan. Jenis tanaman yang diperbolehkan ditanam dalam

pembangunan Hutan Tanaman Industri adalah sebagai berikut :

28 Hutan Tanaman Industri, http://www.lifemosaic.net/ind/proyek/hutan-
tanaman-industri-htidiakses pada Senin, 12 November 2018, pukul 15.43 WIB.
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Tabel 2.3 : Jenis Tanaman Hutan Berkayu, Jenis Tanaman Budidaya
Tahunan Yang Berkayu, Dan Tanaman Jenis Lainnya Yang Diperbolehkan
Dalam Pembangunan Hutan Tanaman Industri

No. | Jenis Jenis Tanaman

1. | Jenis Tanaman Hutan Berkayu | Tanaman hutan berkayu vya
direkomendasikan oleh Badjd
Penelitian dan Pengembang

Kehutanan.
2. | Jenis Tanaman Budidaya Tahurl Tanaman Budidaya Tahunan Ya
Yang Berkayu Berkayu antara lain karet, ko

coklat/kakao, gamal, kelapa, arg
cengkeh, dan jenis lain HHBK sesl
Peraturan Menteri Kehutanan yang
mengatur tentang Hasil Hutan Buk
Kayu.

3. | Tanaman Jenis Lainnya Rumput camellina, king grass, rape
seed, ubi kayu, pinang,sorghum,
jagung, padi, tebu, jarak pagar d
jenis lain yang direkomendasikan ol
Badan Penelitian dan Pengemban
Kehutanan.

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Republik Indonesia Nomor : P. 12/Menlhk-11/2015 Tentang Pembangunan Hutan
Tanaman Industri

Pelaksanaan pembangunan Hutan Tanaman Industri dilakukan dengan

menerapkan manajemen budidaya kehutanan infénsiada tahap awal
semua pepohonan ditebang habis, kemudian dilakukan permudaan buatan.
Perusahaan yang akan membuka HTI diwajibkan memperkerjakan
profesional di bidang kehutanan. Sehingga lahan yang awalnya tidak

produktif tersebut dapat dimanfaatkan kembali.

2.4 Kebakaran Lahan

Kebakaran hutan dan lahan, atau yang biasa disebut dengan karhutla
dapat disebabkan oleh manusia, baik disengaja maupun tidak di sengaja, atau
disebabkan oleh alam itu sendiri. Kebakaran yang disebabkan oleh faktor
alam biasanya terjadi pada saat musim kemarau disaat cuaca sangat panas,

atau karena sambaran petir, letusan gunung api, dan lain-lain. Sedangkan

29 Hutan Tanaman Industtittp://jurnalbumi.com/knol/hutan-tanaman-industri/
diakses pada Senin, 12 November 2018, pukul 15.43 WIB.
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kebakaran yang disebabkan oleh perbuatan manusia diakibatkan oleh
kegiatan antara lain sebagai berifut:
a. Konversilahan
Kebakaran yang terjadi akibat pembakaran yang disengaja untuk
membuat jalan untuk pertanian dan industri, untuk pembangunan jalan,
jembatan, bangunan dan lain-lain.
b. Pembakaran vegetasi
Kebakaran yang terjadi akibat pembakaran vegetasi yang disengaja, di
mana api keluar dari kendali dan melompat; misalnya, dalam
pembukaan lahan di HTI dan perkebunan; petani membakar ladang
mereka dalam persiapan untuk penanaman.
c. Eksploitasi sumber daya alam
Kebakaran yang dihasilkan dari kegiatan yang berlangsung selama
eksploitasi alam sumber, seperti membakar semak yang menghalangi
aksesoleh penebang liar dan nelayan. Kelalaian ini yang menyebabkan
kebakaran.
d. Pembangunan kanal / saluran di lahan gambut.
Kanal ini umumnya digunakan untuk mengangkut kayu atau untuk
irigasi. Saluran yang tidak dilengkapi dengan fungsi secara memadai,
menyebabkan air mengalir keluar dari gerbang kontrol air. Hal ini
menyebabkan lapisan gambut mengering dan menjadi mudah terbakar.
Kebakaran hutan dan lahan tersebut pasti menimbulkan kerugian yang
sangat besar terhadap kehidupan manusia maupun terhadap kehidupan
mabhluk hidup lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian

tersebut berdampak bagi beberapa hal, antard'lain:

%0 Zainal, researchgate.net,
2015https://www.researchgate.net/publication/323029696_akar permasalahan_keliakaran
utan_serta_solusi_dalam_penyelesaiannya_studi_di_provinsi- Alkar Permasalahan
Kebakaran Hutan serta Solusi dalam Penyelesaiannya (Studi di Provinsg Riau), diakses pada
Kamis, 27 September 2018, pukul 11.09 WIB

31 Desri Hunawan, journal.unnes.ac.id, 2016,
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/2 13Wnyel esaikan Kebakaran
Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Indonesia melalui “Jalan Pantas” atau ““ Jalan
Pintas”’?, diakses pada Kamis, 27 September 2018, pukul 11.00 WIB
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1. Dampak Ekologi
Kebakaran dapat mengganggu proses ekologi antara lain suksesi alami,
produksi bahan organik dan proses dekomposisi, siklus unsure hara, siklus
hidrologi dan pembentukan tanah. Selain itu mengganggu fungsi hutan
sebagai pengatur iklim dan penyerap karbon. Lebih jauh dapat merusak
Daerah Aliran Sungai (DAS). Hilangnya keberagaman hayati dan
ekosistemnya. Kebakaran juga melepaskan banyak emisi karbon dan gas
rumah kaca ke atmosfer yang memperburuk perubahan iklim.

2. Dampak Ekonomi
Kebakaran hutan atau lahan dapat mengganggu aktifitas ekonomi baik dari
sektor perkebunan, transportasi, pariwisata, perdagangan dan sebagainya.
Pemadaman api akibat kebakaran hutan atau lahan juga memerlukan biaya
yang tidak sedikit. Selain itu, biaya pengobatan juga perlu dikeluarkan
apabila masyarakat mengalami gangguan kesehatan seperti sesak nafas
akibat asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan atau lahan.

3. Dampak Kesehatan
Kebakaran hutan atau lahan dapat mengakibatkan masyarakat mengalami
gangguan pernapasan ringat sampai akut. Asap yang dihasilkan dari
kebakaran mengandung sejumlah gas dan partikel yang berbahaya seperti
sulfur dioksida (SO2), karbon monoksida (CO), formaldehid, akrelin,
benzene, nitrogen oksida (NOx) dan ozon (O3).

Besarnya kerugian dan dampak terkait kebakaran hutan dan lahan
serta kabut asap harus disikapi dengan bijak dan tuntas penegakan hukumnya
Pengendalian kebakaran hutan juga harus dilakukan agar kasus kebakaran
lahan tidak terus terjadi. Ada tiga komponen kegiatan pengendalian
kebakaran hutan yaitli, mencegah kebakaran hutan supaya tidak terjadi
memadamkan kebakaran hutan dengan cepat sementara mereka masih kecil

dan menggunakan api hanya untuk tujuan tertentu dan dalam skala terbatas.

%2 7ainal, Op. Cit.
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2.5 Ganti Rugi

2.5.1. Ganti Rugi Materiil

Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan Pasal 1365 KUHPerdata :
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena
kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebuz. ”

Menurut Riki Perdana Raya Waruwu, Hakim Yustisial Biro Hukum dan

Humas MA, kerugian dalam4 perbuatan melanggar hukum dengan

wanprestasi memiliki perbedaan. KUHPerdata memperincikan kerugian

(yang harus diganti rugi) dalam tiga kompon&n :

a. Biaya, yaitu setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan
secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat
adanya tindakan wanprestasi.

b. Rugi, yaitu keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan
kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur.

c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi
diperoleh oleh pihak kreditor karena adamya tindakan wanprestasi dari
pihak debitur.

Kerugian akibat perbuatan melawan hukum dibagi menjadi 2, yaitu
kerugian materiil dan kerugian immateriil. Menurut Riki Perdana Raya
Waruwd?* kerugian materiil merupakan kerugian yang secara nyata
diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga
ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian
dilakukan secara objektif. Misalnya biaya pengobatan dan perbaikan

kendaraan atas kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya.

33 Munir Fuady,Op. Cit., him. 223.

* Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, kepaniteraan.mahkamahagung.go.id,
2017 _https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikelartikel
hakim-agung/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial areiki-perdana-
raya-waruwu-s-h-m-h Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial, diakses pada
Kamis, 27 September 2018, pukul 10.00 WIB
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2.5.2 Ganti Rugi Immaterial

Menurut terminologi hukum, immaterial agiikan “tidak bisa
dibuktikan”. Jadi, kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita
akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan
kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup
sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung
berdasarkan uan. Kerugian immaterial akibat perbuatan melawan
hukum menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan
Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 terbatas pada aspek kematian, luka berat,
penghinaan serta kekecewaan. Sebagai salah satu contoh kerugian
immaterial misalnya adanya penghinaan terhadap seseorang di muka
umunt® sehingga orang tersebut merasa harga dirinya jatuh karena
dipermalukan di muka umum. Kerugian immaterial tersebut dihitung
tergantung pada kedudukan seseorang dalam masyarakat yang mengalami
kerugian. Apabila orang tersebut memiliki kedudukan yang rendah, maka
kerugiannya akan semakin kecil, begitu sebaliknya. Kerugiaann
immaterial umumnya berhubungan dengan jabatan dan atau status

seseorang di dalam masyarakat.

2.6. Penyelesaian Sengketa K ebakaran Lahan

Pasal 1 angka 2BUPPLH memberikan pengertian bahwa sengketa
lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan
dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak bagi lingkungan
hidup.. Apabila diuraikan, sengketa lingkungan terjadi antara subjek sengketa
yaitu pencemar/perusak lingkungan dengan korban pencemaran/perusakan
lingkungan. Sedangkan objek sengketa lingkungan adalah pencemaran
/perusakan lingkungan.

Kebakaran lahan merupakan salah satu dari sengketa lingkungan.

Memperhatikan esensi (subjek) sengketa lingkungan, penyelesaian sengketa

35 .
Ibid.
3¢ sarwonoHukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta, Sinar Grafika, 2014,
him. 311
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lingkungan bertitik tolak pada Hukum Lingkungan Keperdataan, mengingat
.37
Hukum lingkungan keperdataan terutama mengatur perlindungan hukum
bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akibat perbuatan
pencemar yang menimbulkan kerugian bagi korban dan menyebabkan
penderita berhak mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pencemar.
Pasal 84 UUPLH menentukan bahwa penyelesaian sengketa
lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan
berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Para pihak dapat
memilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan terlebih dahulu.
Apabila upaya tersebut tidak berhasil maka salah satu pihak dapat
mengajukan gugatan dapat ke pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan
hidup melalui pengadilan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara
yang berlaku di pengadilan, yaitu pearturan-peraturan peninggalan zaman
kolonial seperti yang termuat dald#et Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)
dan Reglemen of de Buiten Gewesten (RBG) ditambah dengan beberapa
ketentuan yang diatur dalam UUPLH sebagai ketentuan kRtdDasar
hukum gugatan lingkungan tersebut diatur dalam Pasal 87 UUPLH.
Perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau
lingkungan hidup, maka menjadi tanggung jawab pelaku usaha untuk
membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Tindakan hukum
tertentu, misalnya perintah unttik:1) memasang atau memperbaiki unit
pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan; 2)
memulihkan fungsi lingkungan hidup; 3) menghilangkan atau memusnahkan
penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Selain itu, hakim juga dapat menetapkan pembayaran uang atas setiap hari

37 Suparto Wijoyo Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Enviromental
Disputes), Surabaya, Airlangga University Press, 1999, him. 9.

% Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairantiukum dan Lingkungan Hidup di
Indonesia, Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011,
him. 557,

%9 Suparto WijoyoQOp. Cit., him. 22.
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keterlambatan penyelesaian tindakan tersebut atau yang disebut dengan uang
paksa’® Uang paksa sebagai sanksi administrasi merupakan alternatif untuk

penerapan sanksi paksaan pemerintahan.

“© | bid.
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BAB 4. PENUTUP

4.1. Kessmpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:

1. Kebakaran yang terjadi di lahan yang dikuasai dan dikelola oleh pelaku
usaha di bidang Hutan Tanaman Industri menjadi tanggung jawab pelaku
usaha tersebut. Bentuk tanggung jawab hukum yang harus dilakukan oleh
pelaku usaha di bidang Hutan Tanaman Industri apabila terjadi kebakaran
di lahan yang dikuasainya berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UUK, Pasal 87
ayat (1) dan ayat (3) UUPLH adalah membayar ganti rugi sesuai dengan
tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara untuk
biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan yang
diperlukan. Tanggung jawab hukum lainnya adalah pelaku usaha dapat
dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu.

2. Akibat hukum bagi pelaku usaha di Bidang Hutan Tanaman Industri
apabila terbukti menyebabkan kebakaran lahan adalah adanya sanksi bagi
pelaku usaha karena telah menyebabkan kebakaran lahan. Sanksi tersebut
yaitu sanksi pidana maupun sanksi administratif. Sanksi pidana tersebut
dapat berupa pidana penjara dan atau denda sebagaimana diatur dalam
Pasal 78 ayat (3) UUK dan Pasal 108 UUK. Sedangkan sanksi
administratif juga dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha apabila
memenuhi ketentuan yang ada di Pasal 80 ayat (2) UUK dan Pasal 76
UUPPLH. Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran tertulis,
paksaan pemerintah, pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha.

3. Ratio decidentie majelis hakim dalam memutus perkara Nomor
51/PDT/2016/PT.PLG tidak tepat karena tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Majelis hakim masih kurang teliti dalam
mengemukakan pertimbangannya dan kurang memperdalam peraturan

perundang-undangan lain yang berkaitan dengan bidang Hutan Tanaman

58
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Industri. Majelis hakim tidak mempertimbangkan Pasal 53 ayaPPl)
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2007
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan dan Pasal 87 ayat (3) WBPBehingga putusannya

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
bidang Hutan Tanaman Industri atau melaksanakan ketentuan dari
peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku namun masih ada

kekeliruan dalam pelaksanaannya.
4.2. Saran

1. Perlu adanya majelis hakim yang secara khusus mempunyai keahlian di
bidang lingkungan hidup sehingga ketika memutus perkara ganti rugi
akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup majelis hakim
sudah paham tindakan apa yang harus dilakukannya. Sehingga majelis
hakim dapat menjatuhkan putusan yang tepat yang berkaitan dengan
tanggung jawab hukum pelaku usaha di bidang Hutan Tanaman Industri
dalam memberikan ganti rugi akibat kebakaran lahan.

2. Perlu adanya penegakan hukum yang lebih serius dalam menerapkan
sanksi pidana maupun sanksi administratif bagi pelaku usaha yang terbukti
menyebabkan kebakaran lahan sehingga pelaku usaha di bidang Hutan
Tanaman Industri dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan
usahanya.

3. Perlu adanya peraturan perundang-undangan tersendiri yang lebih
memperjelas terkait konsep tanggung jawab mutlgtkic( liability)
sehingga penerapan konsgpict liability tidak hanya berpedoman pada
yurisprudensi yaitu Lampiran dari Surat Keputusan Ketua MA Nomor 36
IKMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara
Lingkungan Hidup dan pada Pasal38PPLH saja.
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PUTUSAN
NOMOR 51/ PDT/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili
Perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara :

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.H., Umar
Suyudi, S.H., M.H., dan Nixon F.L.P. Silalahi, S.H.,
M.H. beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Kav.24 Kebon
Nanas Jakarta Timur dan Nasrullah Abdullah, SH.,
Jimmy Jeremy, SH., Herwinsyah, S.H dan Ibrahim
Fattah, S.H.Para Advokat, beralamat di Jalan Timor
Nomor 10 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 12/MENLHK/12/2014 tanggal
29 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat / Pembanding ;

Lawan

PT. BUMI MEKAR HIJAU (disebut PT. BMH), dalam hal ini diwakili oleh
Jhonson Lumban Tobing dan Suhandi Kosasih dalam
kedudukannya sebagai Direktur, beralamat di Jalan
R. Sukanto Kompleks Ruko PTC Blok I Nomor 63
Lantai 3 Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Dr. Kristianto P.H., S.H., M.H., Maurice
Juniarto Rubin, S.H., Fajar, S.H., Ferdinand
Dermawan Simorangkir, S.H. John C.O Siagian
SH.,LLM., Ahmad Junaidi, SH., dan Rizki Tri Putra,
S.H., Para Advokat, beralamat di Menara Kuningan
Lt.12-E Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.7 Kav. 5
Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 12 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat / Terbanding ;

Hal. 1 dari 191 hal. Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1
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Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 3 Mei
2016 Nomor 51/PEN/PDT/2016/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2.Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang
tanggal 30 Desember 2015 Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.PIg. serta surat —

surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3
Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Palembang pada tanggal 3 Februari 2015 dalam Register Nomor
24/Pdt.G/2015/PN.Plg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai
berikut:

I. DUDUK PERKARA:
1. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT:

1.1. Salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang No. 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut “UU Lingkungan Hidup”
(Bukti P-1) adalah asas tanggung jawab negara yang artinya
bahwa negara bertanggung jawab menjamin pemanfaatan
sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi
masa kini maupun masa depan dan menjamin hak warga
negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan
sehat serta untuk mencegah perusakan dan/ataupencemaran
lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya
alam. Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggungjawab
tersebut, maka Pemerintah dapat mengambil tindakan hukum
terhadap pelaku usaha yang dianggap telah merusak atau
mencemari lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian

lingkungan hidup;

Hal. 2 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
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1.2. Bahwa Pasal 90 Undang-Undang Lingkungan Hidup,
memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah yang
bertanggungjawab dalam bidang lingkungan hidup untuk
mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap
usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang
mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;

1.3. Bahwa instansi Pemerintah manakah yang berwenang
mengajukan gugatan perdata dalam perkara lingkungan juga
telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008
mengenai Kementerian Negara (Bukti P-2) juncto Pasal 574
Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara,
yang menetapkan fungsi dan tugas pokok pemerintahan di
bidang lingkungan hidup berada di bawah Kementerian
Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Bukti P-3), sehingga
dengan demikian Kementerian Lingkungan Hidup adalah pihak
yang memiliki kepentingan hukum sesuai undang-undang
untuk mengajukan gugatan atas nama Pemerintah sebagai
mana dimaksud dalam Pasal 90 UU Lingkungan Hidup;

1.4. Bahwa berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan
di atas telah terbukti Penggugat memiliki kualitas sebagai
penggugat (persona standi in judicio) dan oleh karenanya
berhak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap
perbuatan Tergugat yang berakibat kepada pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian
lingkungan hidup.

2. IZIN-IZIN YANG DIMILIKI TERGUGAT

Bahwa Tergugat memperoleh lzin-izin yang berkaitan dengan
bidang usahanya, sebagai berikut:

(1) Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.338/Menhut-11/2004 tentang
Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan
Tanaman Kepada PT. Bumi Mekar Hijau luas Areal Hutan seluas +
127.870 (seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh )
hektar di Provinsi Sumatera Selatan;
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2) Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.417/Menhut-11/2004 tentang
Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 338/Menhut-
[1/2004, tanggal 7 September 2004 tentang Pemberian Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT.
Bumi Mekar Hijau luas Areal Hutan seluas + 127.870 (seratus dua
puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh ) hektar di Provinsi
Sumatera Selatan;

(3)  Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. S.417/Mnhut-VI1/2004
tanggal 12 Oktober 2004, kepada PT BMH telah disetujui untuk
diberikan tambahan areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu kepada Hutan tanaman atas hutan produksi seluas
135.070 ha.

(4) Surat Keputusan Kepala Badan Planologi Kehutanan
No. S.196/VII-KP/Rhs/2004, tanggal 18 Oktober 2004, areal
tersebut layak untuk dijadikan tambahan areal IUPHHK pada

hutan tanaman adalah seluas 122.500 ha.

(5) Keputusan Bupati Ogan Komering llir No. 195/KEP/K-PELH/2004
tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Analisis Dampak
Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan
Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan
Tanaman (IUPHHKHT) PT Bumi Mekar Hijau lokasi Kecamatan Air
Sugihan dan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering llir

Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 8 Juni 2004;

(6) Keputusan Bupati Ogan Komering llir No. 221/KEP/K-PELH/2004
tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Analisis Dampak
Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan
Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
Kegiatan Perluasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Pada Hutan Tanaman (IJUPHHK-HT) PT. Bumi Mekar Hijau luas
135.000 ha lokasi Kecamatan Cengal dan Pematang Panggang
Kabupaten Ogan Komering llir Provinsi Sumatera Selatan
tertanggal 12 Agustus 2004;

(7) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
No. 566/Kpts/XII/Hut/2009 tentang Pengesahan Rencana Kerja
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Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2010 Atas Nama PT. Bumi
Mekar Hijau Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember
2009;

(8) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
No. 586/Kpts/XIl/Hut/2011 tentang Pengesahan Revisi Rencana
Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
Tanaman Industri (RKTUPHHK - HTI) Tahun 2011 Atas Nama PT.
Bumi Mekar Hijau Provinsi Sumatera Selatan tanggal 2 November
2011;

(9) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
No. 628/Kpts/XIlI/Hut/2011 tentang Pengesahan Rencana Kerja
Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2012 Atas Nama PT. Bumi
Mekar Hijau Provinsi Sumatera Selatan tanggal 27 Desember
2011;

(10) Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Selatan No. 698/Kpts/XII/HUT/2011 tanggal 27 Desember 2011
tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI tahun 2012 a/n PT. Bumi
Mekar Hijau;

(11) Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 104/Menhut-V1/2004,
bahwa PT Bumi Mekar Hijau telah ditetapkan sebagai Pemenang
penawaran dalam pelelangan IUPHHK pada hutan tanaman dalam
kawasan hutan produksi seluas 123.490 ha yang terletak di
Kelompok Hutan Sungai Simpang Heran-Sungai Beyuku |,
Kabupaten Ogan Komering llir, Provinsi Sumatera Selatan.

3. TELAH TERJADI PERISTIWA KEBAKARAN LAHAN
Bahwa telah terjadi kebakaran lahan di wilayah Hutan Tanaman

Industri Tergugat berdasarkan fakta-fakta berikut:

3.1. Bahwa kebakaran hutan dan lahan (atau disebut “"Karhutla”)
hampir setiap tahun terjadi di Provinsi Sumatera Selatan yang
disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan baik untuk hutan
tanaman maupun perkebunan, terutama pada lahan-lahan gambut
sebagaimana dilaporkan oleh BPREDD+ melalui Karhutla

Monitoring System (KMS) yang memperlihatkan adanya titik panas
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(hotspot) di beberapa wilayah izin usaha pemanfaatan hasil hutan
kayu hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI);

3.2. Bahwa berdasarkan rekaman data satelit MODIS pada periode
bulan Februari 2014 hingga November 2014, dimana titik
koordinat hotspot telah diverifikasi dengan titik koordinat wilayah
izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri
(IUPHHK-HTI) Tergugat sesuai Peta Lokasi yang diterbitkan
sebagai lampiran, terlihat kebakaran hutan terjadi pula di wilayah
IUPHHK-HTI milik PT Bumi Mekar Hijau, yaitu dengan rincian

sebagai berikut :

Periode Jumlah Titik Koordinat
Panas
Februari 2014 3 titik Terlampir
Maret 2014 3 titik Terlampir
April 2014 1 titik Terlampir
Mei 2014 3 titik Terlampir
Juni 2014 3 titik Terlampir
Juli 2014 2 titik Terlampir
Agustus 2014 14 titik Terlampir
September 1260 titik Terlampir
Oktober 2014 591 titik Terlampir
(Sd 11
Oktober)

3.3. Bahwa data hotspot tersebut menunjukkan indikasi terjadinya
peristiwa kebakaran hutan sejak Februari 2014 berlanjut hingga
November 2014, yang kejadiannya berada di titik koordinat lokasi
IUPHHK-HTI Tergugat;

3.4. Bahwa laporan dan data sebagaimana butir 3.2 dan 3.3 diatas
telah dibenarkan oleh ahli kebakaran hutan dan lahan dari
Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir.
Bambang Hero Saharjo, M.AGR;

3.5. Bahwa data dan informasi tersebut dijadikan landasan bagi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui
Deputi MENLH Bidang Penataan Hukum Lingkungan, untuk
membentuk dan menugaskan suatu tim lapangan;
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3.6. Bahwa hasil pemeriksaan Tim lapangan yang dilakukan pada
tanggal 22 - 23 Oktober 2014 dan 17 Desember 2014,
berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, di dampingi
oleh:

- Yose Rizal, S.IP. (Kepala Sub Bidang Gugatan
Penyidikan KLHK);
- Sri Indrawati, SH., M,Si. (Kasudit Administrasi Gugatan
KLHK);
- Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr (Kepala
Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan - IPB);
- Dr. Ir. Basuki Wasis (Ahli Kerusakan Lahan — IPB);
- AKBP. Kuriyanto, S.Si. (KANIT Il SUBDIT IIl TIPIDTER)
BARESKRIM POLRI;
IPTU Ridwan Poweranto, SH. (PAMNIT IV SUBDIT IlI
TIPIDTER) BARESKRIM POLRI;
3.7. Bahwa untuk melakukan pengamatan dan verifikasi lapangan

(ground checking) di lokasi dimana titik-tittk panas (hotspot)
tersebut terlihat, yaitu di Distrik Simpang Tiga dan Distrik Sungai
Beyuku | masing-masing pada tanggal 22 - 23 Oktober 2014 dan
17 Desember 2014;

3.8. Bahwa tujuan dari pengecekan dan verifikasi lapangan adalah
agar tim dapat memberikan kesimpulan kepada Kementerian
Lingkungan Hidup tentang:

(1) Apakah telah terjadi kebakaran lahan?

(2) Apakah kebakaran terjadi di lokasi lahan Tergugat? dan

(38) Apakah terjadinya kebakaran tersebut telah mengakibatkan
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup?

3.9. Bahwa pemeriksaan lapangan pada tanggal 22 - 23 Oktober 2014
dan 17 Desember 2014 dilakukan oleh Tim Lapangan
berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, didampingi
oleh Saudara ;

Selanjutnya, Tim Lapangan bersama-sama dengan pihak
Tergugat juga memeriksa lokasi bekas terbakar yang berada di
Distrik Simpang Tiga dan Distrik Beyuku | yaitu di :

(i) Distrik Simpang Tiga :
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1 Pada Koordinat S 03°14°19,6™; E 105°26'50,9”
2 Pada Koordinat S 03°%14'21,4"; E 105%927'12,7"
3 Pada Koordinat S 03%14°19,0” ; E 105928'32,3”
4 Pada Koordinat S 03%14'21,2" ; E 105%29'41,9”
5 Pada Koordinat S 03°15'07,8"; E 105°29'40,3”
6 Pada Koordinat S 03°15'37,8”; E 105°31°29,9”
7 Pada Koordinat S 03°12,694"; E 105°29,639’
8 Pada Koordinat S 03°12,435; E 105°29,655’
9 Pada Koordinat S 03°12,226"; E 105°29,631’
10 | Pada Koordinat S 03°12,363"; E 105°29,856’
11 | Pada Koordinat S 03°12,374’; E 105929,892'
12 | Pada Koordinat S 03°12,425"; E 105°29,911’
13 | Pada Koordinat S 03°12,698’; E 105929,857
14 | Pada Koordinat S 03° 12,983"; E 105°31,268’
15 | Pada Koordinat S 03° 12,725’; E 105929,870’
16 | Pada Koordinat S 03°13'05,6”; E 105%29'59,8”
17 | Pada Koordinat S 03°14'31,3"; E 105%29'53,1”

(1 Distrik Beyuku | :
1. Pada Koordinat

Pada Koordinat

S 02°57°46,,9”; E 105°30°01,1”
S 02°57°47,0”; E 105°29'58,9”

S 02°57°30,1"; E 105°29°53,9”
S 02°57°52,0”; E 105°29'52,9”
S 02°58'04,9”; E 105°29'52,8”

Pada Koordinat

Pada Koordinat

QI F L™

Pada Koordinat

3.10. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Blok-blok tersebut, Tim
Lapangan menemukan fakta-fakta sebagai berikut :
(1) Ditemukan blok tanaman petak tanaman Akasia yang
terbakar di Distrik Simpang Tiga diantaranya pada petak :

ST14110 ST14120 STI5130 ST15140
STI5170 ST15180 ST15020 STH 4050
STH 5020 STH 5280 STH 4120 STH 4120
STH 4180 STH 4170 STH 5160 STH 5150
STH 5140 STH 5130 STH 4130 STH 4120
STH 4100 STH 5100 ST12010 STI12200
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STI12050 STI 2040

(2) Ditemukan blok tanaman petak tanaman Akasia yang
terbakar di Distrik Beyuku | diantaranya pada petak Blok O,
N, E, P, Q dan D di sebagaimana Peta blok tanaman Akasia
Tergugat yang diakui terjadi sejak Februari hingga November
2014;

(3) Tanaman vyang terbakar tersebut wakiu penanamannya
berbeda, yaitu mulai tahun tanam 2010 hingga 2013. Menurut
pihak perusahaan diketahui bahwa tanaman Akasia ditanam
pertama kali tahun 2010 sebanyak 448,80 ha; 2011 sebanyak
1050,40 ha; tahun 2012 sebanyak 4687,40 ha dan tahun
2013 sebanyak 4963,10 ha; sehingga seluruh areal yang
ditanam di Distrik Simpang Tiga adalah 11.148,70 Ha.

(4) Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa karyawan
Distrik Simpang Tiga sebanyak 53 orang, juga memiliki
pasukan pemadam yang terdiri dari 1 tim dengan anggota
sebanyak 6 orang.

(5) Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa sarana
prasarana pengendalian kebakaran di distrik simpang tiga
sangat minim vyaitu: tidak terdapat menara pengawas api,
papan peringatan sangat terbatas, alat pompa pemadaman
Shibaura 4 buah, alat pompa pemadam Tohatsu 2 buah,
Minstriker 2 buah, selang terbatas dan sudah tua. Selain itu
terdapat gudang penyimpanan peralatan bersatu dengan
ATK, dengan bangunan gedung tidak begitu baik dan tidak
memadai.

3.11. Bahwa berdasarkan hasil penelitian anggota Tim Lapangan yakni
Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR., Ahli Kebakaran
Hutan dan Lahan dari Institut Pertanian Bogor, ditemukan tanda-
tanda fisik bekas kebakaran, sebagai berikut:

(i) Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa tanaman
akasia yang terbakar baik pada Distrik Simpang Tiga
maupun Beyuku | tampak secara visual tidak terlalu baik,
karena banyak ditemukan gulma dan tumbuhan bawah di
permukaan lahan tanaman.

(ii) Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui pula bahwa
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bagian terluar dari tanaman yang terbakar di Distrik
Simpang Tiga tidak berbatasan langsung dengan
perkampungan penduduk, karena jaraknya sangat jauh
sekitar 5 km.

(iii) Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari
baik yang melanjutkan hotspot hari sebelumnya maupun
timbulnya hotspot baru di lain petak baik di Distrik
Simpang Tiga maupun Distrik Beyuku | memastikan
bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan
oleh IUPHHK-HT PT.Bumi Mekar Hijau nyaris hampir
tidak dilakukan, kalaupun dilakukan itu diduga dilakukan
ketika api akan menuntaskan tugasnya menghanguskan
isi petak tersebut.

(iv) Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di Distrik
Simpang Tiga seperti early warning sistem, early detection
system, sistem komunikasi, peralatan pemadaman,
personil pemadam tidak tersedia dalam jumlah yang
cukup dan sesuai peruntukannya, hal tersebut didukung
pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak
memadai sehingga upaya pengendalian nyaris tidak

dilakukan dan akhirnya dibiarkan.

(v) Kebakaran terjadi pada berbagai lokasi di Distrik Simpang
Tiga, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman
tidak dilakukan, meskipun air tersedia cukup banyak di
dalam kanal yang bersebelahan dengan petak yang
sedang terbakar.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas telah terbukti kebakaran

lahan terjadi di lokasi perkebunan milik Tergugat.
4. TERGUGAT SENGAJA MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA

MEMBAKAR

4.1 Bahwa terbukti Tergugat telah dengan sengaja membakar lahan
tersebut berdasarkan fakta-fakta yang akan diuraikan dibawah ini;
4.2 Bahwa setiap peristiwa kebakaran lahan, termasuk di areal milik
Tergugat, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa
melibatkan 3 (tiga) faktor yaitu bahan bakar, oksigen dan didukung

oleh adanya sumber penyulutan, ketiga faktor ini dikenal dengan
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nama segitiga api atau fire triangle;

4.3 Bahwa terjadinya kebakaran selalu melewati suatu proses yang
disebut dengan “combustion processes” melalui lima tahapan yaitu
pra-penyalaan, penyalaan, pemijaran, pembaraan, dan periode
terakhir yaitu selesai terbakar karena tidak tersedianya energi
yang cukup;

4.4 Bahwa dalam perkara a quo, terbukti sumber penyulutan berasal
dari dalam areal Tergugat, dimana hal tersebut dipastikan dengan
terdeteksinya hotspot (titik panas) di dalam areal tersebut yang
terdeteksi sejak bulan Februari 2014;

4.5 Bahwa dari hasil Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan
Hidup tertanggal 17 Desember 2014, di Lapangan pada lokasi
kabakaran milik Tergugat, ditemukan fakta bahwa :

4.5.1. Bahwa api pertama ditemukan pada 26 September
2014;

4.5.2. Ditemukan lahan bekas terbakar di Distrik Sungai
Biyuku, berdasarkan penjelasan dilapangan kawasan
yang terbakar erada di estate O, N, E, P, dan Q. satu
distrik terdiri dari 20-30 petak dan satu petak luasnya
mencapai 20-25 ha;

4.5.3. Dipetak O 1240 ditemukan tanaman akasia yang
terbakar yang sudah dipanen/ditebang tapi belum
sempat ditarik keluar dengan diameter berkisar antara
20-38cm; ..oieneanen, dst.

4.6 Bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut di atas, maka
terbukti bahwa kebakaran yang terjadi di lokasi Tergugat dilakukan
oleh Tergugat karena mendukung penyiapan lahan untuk
pembangunan hutan tanaman dengan biaya murah dan cara
cepat;

4.7 Bahwa melihat fakta-fakta diatas maka cukuplah beralasan untuk
mengatakan telah ada hubungan kausalitas antara peristiwa
kebakaran dengan “maksud” atau “intent” Tergugat untuk
membuka hutan tanaman ;

4.8 Bahwa sesuai doktrin perbuatan melawan hukum, “maksud” atau
“‘intent” dari pihak pelaku untuk berbuat sesuatu yang diketahuinya
atau diperkirakannya akan mengakibatkan kerusakan atau
menimbulkan kerugian sudah dapat dianggap sebagai suatu unsur
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kesengajaan dari perbuatan tersebut (Vide Halaman 47 Buku
Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Munir
Fuady, S.H., LL.M);

4.9 Bahwa lebih lanjut dengan melihat fakta-fakta lapangan setelah
terjadinya kebakaran, maka hubungan kausalitas yang sangat erat
antara terbakarnya lahan dengan tujuan akhir yang diinginkan
Tergugat (yaitu membuka lahan dengan biaya murah dan cara
cepat) sudah dengan sendirinya membuktikan unsur kesengajaan
tersebut;

410 Bahwa selain itu, terbakarnya lahan sama sekali tidak
menimbulkan kerugian bagi Tergugat, bahkan justru memberikan
keuntungan secara ekonomis. Dengan terbakarnya Ilahan,
Tergugat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kapur
yang digunakan untuk meningkatkan pH gambut dan biaya
pengadaan pupuk dan pemupukan karena sudah digantikan
dengan adanya abu dan arang bekas kebakaran, serta biaya
pengadaan/pembelian pestisida untuk mencegah ancaman
serangan hama dan penyakit. Tergugat juga diuntungkan karena
jelas akan memangkas biaya operasional seperti upah tenaga
kerja, bahan bakar, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan apabila
pembukaan lahan dilakukan dengan cara PLTB sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbakarnya lahan
juga akan menguntungkan dari segi waktu karena proses
‘pembersihan” lahan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera
ditanami dan mudah dikerjakan;

4.11 Bahwa menurut kesimpulan Ahli Kerusakan Tanah dan
Lingkungan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si yang diambil setelah
melakukan pengecekan lapangan (ground check) serta analisis
hasil laboratorium atas tanah di bekas kebakaran (Vide Surat
Keterangan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si), Ahli menyimpulkan
secara ilmiah telah terjadi kerusakan lahan gambut atau lahan
basah akibat pembiaran kebakaran di lokasi Tergugat dengan luas
20.000 hektar;

412 Bahwa mengacu kepada fakta-fakta diatas, terbukti terjadinya
peristiwa kebakaran tersebut memang diinginkan oleh Tergugat
sendiri. Dengan adanya faktor “maksud” dan “tujuan” yang
inherent dalam peristiwa kebakaran tersebut, maka dengan
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demikian terbukti pula unsur kesengajaan Tergugat dalam
kebakaran tersebut;

413 Bahwa oleh karena Tergugat memiliki kepentingan atas
terbakarnya lahan yang dengan demikian membuktikan unsur
kesengajaannya, maka Tergugat wajib bertanggungjawab atas
kerusakan tanah gambut yang ditimbulkan oleh kebakaran di atas
lahan perkebunan milik Tergugat;

414 Bahwa Tergugat telah sengaja membiarkan lahannya terbakar,
juga terbukti dari tidak memadainya sarana, prasarana, SOP dan
petugas untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sehingga
tidak memadai pula upaya-upaya pencegahan dan
penanggulangan kebakaran sebagaimana dibuktikan dengan
fakta-fakta paska-kebakaran, sehingga unsur kesalahan Tergugat
telah terbukti;

415 Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat telah memenuhi
kualifikasi perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang
dapat dituntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan Pasal 90 UU Lingkungan Hidup;

4.16 Bahwa oleh karenanya layak dan beralasan hukum Majelis Hakim
yang mengadili perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan
Perbuatan Melanggar Hukum;

4.17 Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan
penemuan hukum yang luas (rechtsvinding) dengan menerapkan
prinsip kehati-hatian terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan
hutan/lahan untuk maksud melindungi lingkungan sebagaimana
dalam, Yurisprudensi MA Rl No : 1794K/Pdt/2004 dalam perkara
Putusan Mandalawangi, mohon putusan tersebut dijadikan bahan
pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini;

4.18 Bahwa fakta-fakta di atas membuktikan Tergugat tidak melakukan
kewajiban hukumnya untuk mencegah dan menanggulangi
kebakaran sehingga menimbulkan kerusakan bagi lingkungan
hidup dalam hal ini tanah gambut, perbuatan mana dapat dituntut
berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata juncto Pasal 90 Undang-
Undang Lingkungan Hidup.

5. LAHAN GAMBUT YANG TERBAKAR ADALAH KAWASAN YANG
DILINDUNGI UNDANG-UNDANG
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5.1. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990
tanggal 25 Juli 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
(“Keppres No. 32 Tahun 1990”)tanah gambut dengan ketebalan 3
(tiga) meter atau lebih ditetapkan sebagai kawasan lindung (Vide
Pasal 4 juncto Pasal 9 dan 10 Keppres No. 32 Tahun 1990);

5.2. Bahwa dengan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perbuatan
Tergugat yang membakar di lahan gambut dengan kedalaman tiga
meter telah melanggar hukum.

6. KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN TERGUGAT.

6.1. Bahwa akibat lebih lanjut dari pencemaran udara dan kerusakan
tanah gambut tersebut telah mengakibatkan kerugian lingkungan
hidup yang nilai atau besarannya telah dihitung sesuai dengan
metoda yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat
Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Bukti P-34),
sebagai berikut:

(1) Kerugian Ekologis
Kebakaran lahan yang berupa tanah gambut telah
merusak struktur lahan gambut sehingga kehilangan fungsinya
sebagai penyimpan air.

a. Biaya pembuatan reservoir

Untuk membangun penampungan air dengan kapasitas 650
m3/ha diperlukan reservoir berukuran lebar 20 m x panjang
215 m x tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan per m? =
Rp.100.000,- per hektar lahan yang hilang, maka biaya
perhitungan reservoir untuk setiap hektar tanah gambut
yang hilang sebagaimana diatur (Vide butir b.2) halaman 83
Bukti P-34), sebagai berikut:
[2x1.5mx20m) + (2x1.5mx25m) + (20 m x 25 m)]
x Rp.100.000,-/m? = 635 m? x Rp. 100.000/m? =
Rp. 63.500.000,-/ha.
Jadi biaya pembangunan reservoir buatan untuk tanah
gambut yang rusak seluas 20.000 ha adalah
Rp. 63.500.000/ha x 20.000 ha = Rp.
1.270.000.000.000,- (Satu Triliun Dua Ratus Tujuh
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Puluh Milyar Rupiah).
b. Biaya pemeliharaan reservoir

Bahwa reservoir buatan yang dibangun tersebut harus tetap
dipelihara. Untuk itu maka biaya pemeliharaan reservoir
buatan selama 15 (lima belas) tahun sebagaimana
sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7
Tahun 2014 (Vide butir b.2) halaman 83 Bukti P-34) adalah
Rp. 100.000.000/tahun x 15 tahun = Rp. 1.500.000.000,-
(Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Sehingga biaya pemeliharaan reservoir buatan tersebut
adalah Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta
Rupiah).

c. Pengaturan tata air

Berdasarkan metode perhitungan yang wajar, biaya
pengaturan tata air adalah sebesar Rp. 30.000,- per hektar
sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen
Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 sehingga biaya yang
harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 20.000
hektar sebagaimana (Vide butir b.3) halaman 83 Bukti P-34)
adalah sebesar Rp. 30.000/hektar x 20.000 hektar = Rp.
600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).

Sehingga biaya untuk pengaturan tata air sebesar
Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).

d. Pengendalian erosi

Biaya pengendalian erosi akibat tanah gambut yang
terbakar didasarkan pada besaran perhitungan sebesar Rp.
1.225.000,- per ha sebagaimana sebagaimana diatur dalam
Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (Vide butir
b.4) halaman 83 Bukti P-34), maka biaya yang dibutuhkan
untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 20.000 ha
yang rusak karena pembakaran adalah : Rp.1.225.000/ha x
20.000 ha = Rp. 24.500.000.000,- (Dua Puluh Empat Milyar
Lima Ratus Juta Rupiah).

Sehingga biaya untuk pengendalian erosi sebesar
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Rp. 24.500.000.000,- (Dua puluh empat milyar lima ratus
juta Rupiah).

e. Pembentuk tanah

Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran
yakni sebesar Rp. 50.000,- per hektar sebagaimana diatur
dalam Permen LH No.7 tahun 2014 (Vide butir b.5)
halaman 84 Bukti P-34) maka biaya yang dibutuhkan untuk
pembentukan tanah seluas 20.000 ha yang rusak adalah:
Rp. 50.000/ha x 20.000 ha = Rp.1.000.000.000,- (Satu
Milyar Rupiah).

Sehingga biaya untuk pembentukan tanah sebesar
Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

f. Pendaur ulang unsur hara

Biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat
pembakaran sebagaimana diatur (Vide butir b.6) halaman
84 Bukti P-34) yakni sebesar Rp. 4.610.000 per ha
sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen
Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014, sehingga untuk lahan
seluas 20.000 ha maka biaya yang dibutuhkan adalah
sebesar: Rp. 4.610.000/ha x 20.000 ha = Rp.
92.200.000.000.,- (Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus
Tiga Ratus Juta Rupiah).

Sehingga biaya untuk pendaur ulang unsur hara
sebesarRp. 92.200.000.000,- (Sembilan Puluh Dua Milyar
Dua Ratus Tiga Ratus Juta Rupiah).

g. Pengurai limbah

Biaya pengurai tanah yang hilang karena rusaknya gambut
akibat pembakaran sebagaimana diatur Vide butir b.7)
halaman 84 Bukti P-34) yakni sebesar Rp. 435.000 per ha,
sebagaimana sebagaimana diatur dalam  Permen
Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 sehingga untuk lahan
seluas 20.000 ha maka dibutuhkan biaya: Rp. 435.000/ha x
20.000 ha = Rp. 8.700.000.000,- (Delapan Milyar Tujuh
Ratus Juta Rupiah).
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Sehingga biaya untuk pengendalian erosi sebesar
Rp. 8.700.000.000,-(Delapan Milyar Tujuh Ratus Juta
Rupiah).

(2) Kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber
daya genetika :

a. Biaya kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati;

Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini
didasarkan kepada perhitungan yakni sebesar US$300 (Rp.
2.700.000,-) per ha sebagaimana diatur dalam Permen
Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 sebagaimana pada
Vide butir b.8) halaman 84 Bukti P-34), sehingga untuk
lahan yang rusak seluas 20.000 ha dibutuhkan biaya:
Rp.2.700.000/ha x 20.000 ha =Rp. 54.000.000.000,- (Lima
Puluh Empat Milyar Rupiah).

b. Biaya kerugian akibat hilangnya sumberdaya genetika;

Pembakaran tanah gambut telah menghilangkan sumber
daya genetika termasuk mikro organisme tanah yang
peruntukannya sampai saat ini belum diketahui dan/atau
yang telah diketahui tetapi belum dimanfaatkan secara
maksimal.

Biaya kerugian akibat hilangnya sumberdaya genetika
adalah sebesar US$ 41 (Rp.410.000,-) per ha sebagaimana
sebagaimana diatur dalam Permen LH No. 7 Tahun 2014
(Vide butir b.9) halaman 84 Bukti P-34) sehingga untuk
lahan seluas 20.000 ha diperlukan biaya sebesar
Rp.410.000/ha x 20.000 ha =Rp. 8.200.000.000,- (Delapan
Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

(3) Kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara (carbon release)

a. Biaya akibat pelepasan karbon sehingga menambah emisi
Gas Rumah Kaca di atsmophere;

Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon
sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan
kegiatan pemulihan. Sebagaimana diatur dalam (Vide butir
b.210 halaman 84 Bukti P-34)dibutuhkan biaya sebesar
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US$ 10 (Rp. 90.000,-) untuk setiap ton karbon yang
dilepaskan sebagaimana sebagaimana diatur dalam
Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014, sehingga
untuk lahan seluas 20.000 ha dibutuhkan biaya sebesar Rp.
90.000/ton x 135.000 ton = Rp. 12.150.000.000,- (Dua
Belas Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

b. Perosot karbon (carbon reduction);

Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan
maka terjadi perosotan karbon tersedia (carbon reduction),
akibat pohon yang berfungsi untuk menyerap CO2
kapasitanya menurun akibat terbakar. Sebagaimana diatur
dalam (Vide butir b.11) halaman 85 Bukti P-34)biaya rosot
per ton karbon adalah US$ 10 (Rp. 90.000,-) sebagaimana
sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7
tahun 2014 sehingga biaya yang diperlukan untuk
memulihkan daya rosot karbon sebesar 5.670 ton yang
berasal dari terbakarnya 20.000 ha tanah gambut adalah
sebesar: Rp. 90.000/ha x 47.250 ton =Rp. 4.252.500.000,-
(Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah).

Sehingga biaya yang harus dikeluarkan akibat kerugian
sebagaimana nomor (1), (2) dan (3) diatas berdasarkan
kerusakan ekologis, keanekaragaman hayati dan
pelepasan maupun perosotan karbon adalah sebesar Rp.
1.477.102.500.000,- (Satu Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh
Tujuh Miliar Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

(4) Kerugian ekonomis

Selain kerugian yang bersifat ekologis akibat kerusakan lahan
gambut, kabakaran juga telah menimbulkan kerugian ekonomis
yang dirinci sebagai berikut :

a. Hilangnya umur pakai

Akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan
menjadi berkurang = 15 tahun dibandingkan dengan
pembukaan lahan tanpa bakar. Untuk itu bagi tanaman

yang mulai berproduksi pada umur 4 tahun, maka rusaknya
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tanah gambut dengan ketebalan rata-rata 5-10 centimeter
telah menghilangkan umur pakai lahan selama 11 tahun,
sehingga biaya yang telah hilang selama 11 tahun
sebagaimana diatur dalam (Vide butir ¢ halaman 85 Bukti
P-41) adalah sebagai berikut :

- Biaya penanaman dan pemeliharaan hingga siap

panenRp. 140.000.000.000,-

- Biaya operasional Rp. 250.000.000.000,-

- Biaya penjualan Rp. 1.600.000.000.000,-
Total biaya yang dibutuhkan untuk melakukan produksi
selama 15 tahun adalah Rp. 390.000.000.000,-
Hasil penjualan produksi Akasia selama 11 tahun (umur
produktif : 4-15 tahun) adalah Rp. 1.600.000.000.000,-
Keuntungan yang hilang karena pembakaran adalah :
Rp.1.600.000.000.000,-(hasil penjualan) -
Rp.390.000.000.000,-(biaya produksi) =
Rp.1.210.000.000.000,-
Total kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis (butir
nomor 1, 2 dan 3) serta hilangnya keuntungan secara
ekonomis (butir nomor (4) adalah sebesar
Rp.1.477.102.500.000,- (Satu triliun empat ratus tujuh puluh
tujuh milyar seratus dua juta lima ratus ribu Rupiah) +
Rp.1.210.000.000.000,-(Satu triliun dua ratus sepuluh milyar
= Rp.2.687.102.500.000 (Dua triliun enam ratus delapan

puluh tujuh milyar seratus dua juta lima ribu rupiah).

Sehingga total kerugian materil yang diakibatkan oleh
perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam butir (1),
(2), (3) dan (4) diatas adalah sebesar
Rp.2.687.102.500.000,-(Dua triliun enam ratus delapan

puluh tujuh milyar seratus dua juta lima ribu rupiah).

Dalam upaya memulihkan tanah gambut seluas 20.000 ha yang
rusak karena pembakaran, maka lahan yang rusak tersebut harus
dipulihkan meskipun mustahil mengembalikan kepada keadaan
seperti semula sebelum terbakar. Untuk itu pemulihan tanah
gambut yang terbakar tersebut harus dilakukan dengan material

yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos.

Hal. 19 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Direkiori Putasan-Mahkamah 'Agung-Republik'indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemulihan tanah gambut yang rusak akibat pembakaran dengan
kompos yang diangkut dengan menggunakan truk tronton dengan
kapasitas 20m? adalah sebagai berikut:

a. Biaya pembelian kompos
Untuk memenuhi 20.000 ha tanah gambut yang rusak

dengan ketebalan rata-rata gambut yang terbakar sedalam
10 cm dengan harga kompos per m3 sebesar Rp. 200.000.-,
sebagaimana sebagaimana diatur dalam  Permen
Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (Vide butir e.1)
halaman 86 Bukti P-34)maka diperlukan biaya sebesar:
20.200 ha x 0.1 m (10 cm) x 1 ha (10.000 m?) x
Rp.200.000/m3= Rp. 4.000.000.000.000,- (empat triliun
Rupiah).

b. Biaya angkut

Biaya untuk mengangkut kompos dengan volume
sebagaimana butir a diatas, menggunakan tronton
berkapasitas angkut 20 m?¥truk dengan ongkos sewa Rp.
800.000 / 20 m3 sebagaimana sebagaimana diatur dalam
Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (Vide butir
e.2) halaman 86 Bukti P-34), maka biaya angkut hingga ke
lokasi tanah gambut yang terbakar adalah:
20.000.000m3/20m3 x Rp. 800.000,- (sewa truk) =

Rp. 800.000.000.000,- (Delapan ratus milyar Rupiah).

c. Biaya penyebaran kompos

Biaya yang digunakan untuk menyebarkan kompos,
seluas 20.000 ha dengan menggunakan tenaga manusia
dengan upah Rp. 20.000,- per karung dan berat karung (a 50
kg) sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen
Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (Vide butir e.3)
halaman 86 Bukti P-34)adalah sebagai berikut: 1 ha (1.000
m3) = 20.000 karung (a 50 kg)/200/orang x Rp. 20.000,- x
20.000 ha = Rp. 320.000.000.000,- (Tiga ratus dua puluh
milyar rupiah).

d. Biaya pemulihan

Biaya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan fungsi ekologis
dalam rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakar
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seluas 20.000 ha, (Vide butir e.4) halaman 87 Bukti P-
34)adalah

a. | Pendaur ulang unsur hara Rp. 92.200.000.000,-

b. | Pengurai limbah Rp. 8.700.000.000,-
c. | Keanekaragaman hayati Rp.54.000.000.000,-
d. | Sumber daya genetik Rp. 8.200.000.000,-
e. | Pelepasan karbon Rp. 12.150.000.000,-
f. Perosot karbon Rp.4.252.500.000,-

Sub-total biaya pemulihan | Rp. 179.502.500.000,-
adalah sebesar Seratus Tujuh Puluh
milyar Lima ratus dua
juta Lima ratus ribu

Rupiah

Sehingga total kerugian dalam bentuk biaya (butir nomor 5) yang harus
dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 20.000 ha dengan
pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20
md/truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor
ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat
pembakaran adalah sebesar Rp. 5.299.502.500.000,-(Lima Triliun Dua
Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah);

Sudah ada Putusan sejenis yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa
dalam kasus serupa majelis hakim telah memutus bersalah serta
menghukum pihak yang bertanggungjawab terhadap wilayah usaha
perkebunannya dari segala macam bentuk perbuatan atau tindakan
yang dapat merusak lingkungan sebagaimana Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia dalam perkara No : 1794K/Pdt/2004 atau
yang terkenal dengan “Perkara Mandalawangi”’, sehingga mohon

Majelis yang terhormat dapat mengacu kepada putusan tersebut.
DALAM PROVISI :

Il. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan areal tanaman
Akasia di lahan bergambut yang telah terbakar untuk usaha tanaman
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Akasia;
. SITA JAMINAN

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir), maka layak
dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo
meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah, bangunan

dan tanaman di atasnya, sebagai berikut:

a. PT. Bumi Mekar Hijau(selanjutnya disebut “PT BMH"),
beralamat di JI. R. Sukanto, Kompleks PTC Blok | No. 62,
Sumatera Selatan;

b. Hutan tanaman yang berlokasi di Kecamatan Air Sugihan dan
Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering llir,
Provinsi Sumatera Selatan, seluas seluas 250.370 ha (dua ratus
lima ribu tiga ratus puluh) hektar. Sesuai dengan Keputusan
Menteri Kehutanan No. SK.417/Menhut-11/2004. Yang dikuasai
oleh TERGUGAT/PT Bumi Mekar Hijau, pada hutan tanaman
dalam kawasan hutan produksi.

Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat untuk melakukan
pemulihan lahan gambut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat 3 UU
Lingkungan Hidup, layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang
Terhormat yang mengadili perkara a quo menghukum Tergugat untuk
membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000.000,00 (limapuluh
juta Rupiah) per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara
ini.

Maka berdasakan dalil-dalii dan bukti-bukti tersebut diatas Penggugat

memohon Majelis Hakim untuk berkenan memutus:
DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan areal tanaman
Akasia di lahan bergambut yang telah terbakar untuk usaha tanaman
Akasia;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai
kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp.
2.687.102.500.000,- (Dua Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh
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Milyar Seratus Dua Juta Lima Ribu Rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan
lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 20.000 hektar dengan
biaya sebesar Rp. 5.299.502.500.000,- (Lima Triliun Dua Ratus
Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah);Sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana

mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)
sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per hari atas

keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas
tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, sebagai berikut :

a. PT. Bumi Mekar Hijau(selanjutnya disebut “PT BMH”),
beralamat di JI. R. Sukanto, Kompleks PTC Blok | No. 62,
Sumatera Selatan;

b. Hutan tanaman yang berlokasi di Kecamatan Air Sugihan dan
Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering llir,
Provinsi Sumatera Selatan, seluas 250.370 ha (dua ratus lima
ribu tiga ratus puluh) hektar. Sesuai dengan Keputusan Menteri
Kehutanan No. SK.417/Menhut-11/2004. Yang dikuasai oleh
TERGUGAT/PT Bumi Mekar Hijau, pada hutan tanaman dalam
kawasan hutan produksi.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada
banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voorbaar bij
voorrad).

ATAU
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex
aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat
memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:
PENDAHULUAN:
Bahwa TERGUGAT merupakan perusahaan di bidang Hutan Tanaman
Industri (yang selanjutnya disingkat sebagai (HTI) yang melakukan kegiatan
usahanya berdasarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada
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Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dari Menteri Kehutanan Republik
Indonesia. Adapun wilayah IUPHHK-HTI yang ditetapkan Kementerian
Kehutanan pada tahun 2004 kepada TERGUGAT setelah melalui PROSES
LELANG atas wilayah kawasan hutan yang tidak lagi produktif/terdegradasi
sangat parah sebagai dampak dari kebakaran besar (el nino) yang terjadi
pada tahun 1997/1998.

Dalam prakteknya terbukti bahwa, hasil produksi HTI mampu meningkatkan
perekonomian kawasan dan negara jika dibandingkan dengan hasil produksi
hutan lainnya karena permintaan yang relatif lebih tinggi dan proses
produksinya lebih cepat. Jenis tanaman HTI sendiri juga memiliki toleransi
yang tinggi terhadap lahan yang terdegradasi, sehingga tanaman HTI dalam
hal ini Akasia dapat tumbuh maksimal di kawasan lahan gambut yang telah
terdegradasi.Hal ini tentu membantu meningkatkan efektivitas penggunaan
kawasan hutan sekaligus mencegah penggunaan kawasan hutan alam
sehingga memberikan kontribusi pada pelestarian lingkungan hidup.

Bahwa IUPHHK-HTI menurut Ketentuan Perundang-Undangan didefinisikan
sebagai izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi
yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan
kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku
industri. Bahwa bahan baku industri yang diusahakan oleh TERGUGAT
berupa pulp atau kertas yang dihasilkan dari jenis tanaman atau pohon
Akasia dan Eucalyptus.

Bahwa untuk mengusahakan Pohon Akasia dan Eucalyptus yang baik agar
diperoleh pulp yang berkualitas, maka TERGUGAT wajib melakukan
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS LAHAN karena kondisi lahan yang
diperoleh dari proses lelang telah terdegradasi sangat parah dan memiliki
produktivitas yang rendah.

Bahwa sejak kehadiran TERGUGAT, kualitas lahan yang diusahakan oleh
TERGUGAT secara bertahap dikelola dengan baik, sehingga membantu
TERGUGAT untuk dapat melakukan kegiatan usaha yang pada akhirnya
secara nyata telah memberikan kontribusi pendapatan negara dan membantu
perekonomian masyarakat sekitar.

Bahwa musibah kebakaran lahan yang terjadi pada tahun 2014 merupakan
suatu peristiwa yang sangat memukul perusahaan karena bukan saja telah
menimbulkan kerugian nyata atas terbakarnya pohon-pohon yang telah siap
dimanfaatkan, namun juga menambah pekerjaan perusahaan untuk
mengatasi dampak kebakaran lahan dan pemulihan dampak akibat
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kebakaran lahan agar layak ditanami kembali pasca pemulihan dampak
kebakaran.

Bahwa kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
Industri merupakan kegiatan yang berbeda dengan kegiatan pada hutan
lainnya. Produktifitas lahan akan sangat menentukan kualitas pohon yang
akan menjadi bahan baku pulp atau kertas, sehingga akibat kebakaran
tersebut tidak memberikan keuntungan apapun kepada TERGUGAT, akan
tetapi sebaliknya, kebakaran tersebut telah mendatangkan kerugian yang
sangat besar kepada TERGUGAT, mengingat pula banyak tanaman yang
ikut terbakar di lahan tersebut telah mencapai umur siap untuk dipanen, telah
dibuka dan ditanam. Hal tersebut menyebabkan TERGUGAT harus memulai
kegiatannya lagi dari titik awal didahului dengan membersihkan lahan yang
terbakar sebelum melakukan penanaman lagi.Selain itu, TERGUGAT juga
harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki prasarana dan
sarana yang rusak serta menyewa kembali kontraktor-kontraktor (vendor
TERGUGAT) untuk memulai lagi pekerjaannya dari awal dengan biaya yang
jauh lebih besar.

Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan (UU Kehutanan) TERGUGAT selaku pemegang IUPHHK-
HTI memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara dan melestarikan hutan
tempat usahanya, sehingga SANGATLAH TIDAK MUNGKIN selama jangka
waktu perizinan, perusahaan melakukan PEMBIARAN atas terganggunya
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP di kawasan izin perusahaan.

Bahwa dalam rangka memastikan setiap pemegang IUPHHK-HTI
melaksanakan KEWAJIBANnya menurut Ketentuan Perundang-Undangan
maka pemerintah melalui Kementerian Kehutanan senantiasa memiliki fungsi
pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha untuk memastikan tata
kelola yang baik dalam pengusahaan IUPHHK-HTI.

Bahwa logika sederhana yang dapat mengilustrasikan MUSIBAH yang
dialami oleh TERGUGAT adalah: Rumah tempat kita tinggal TERBAKAR
sehingga rusak, namun ditengah musibah pihak yang tinggal di rumah
tersebut dimintakan pertanggung jawaban oleh PEMERINTAH karena
mencemari lingkungan hidup. Hal mana, JELAS-JELAS tidak masuk akal
karena pihak yang tinggal dengan sendirinya akan memperbaiki rumah
tersebut karena rumah tersebut merupakan tempat di mana mereka tinggal
dan melakukan kegiatan aktifitasnya.
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Bahwa berdasarkan pendahuluan sebagaimana disampaikan diatas, maka
TERGUGAT menyampaikan KEPRIHATINAN dan KEBERATAN atas
GUGATAN vyang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, sebagaimana akan diuraikan pada butir-butir dibawah ini.

Il. DALAM EKSEPSI:

1.  Eksepsi Gugatan Prematur

Bahwa Gugatan PENGGUGAT, telah nyata-nyata melupakan

kedudukannya selaku PEMERINTAH YANG BERWENANG untuk

MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN terhadap pemegang

IUPHHK-HTI dengan melakukan GUGATAN terhadap TERGUGAT

selaku  pemegang IUPHHK-HTI. Hal mana JELAS-JELAS

BERTENTANGAN dengan ketentuan Perundang-undangan yang

berlaku, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

a. Bahwa PENGGUGAT (baik selaku KEMENTERIAN KEHUTANAN
maupun selaku KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP) sebagai
instansi yang membawahi kegiatan usaha TERGUGAT, WAJIB
melaksanakan pengawasan apabila terdapat DUGAAN/LAPORAN
terkait pelanggaran hukum, namun nyatanya SAMPAI DENGAN
JAWABAN ini dibuat, TERGUGAT TIDAK PERNAH SEKALIPUN
mendapat teguran, dan atau peringatan terkait hal-hal yang
didalilkan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dalam
GUGATANNYA.Oleh karena itu PENGGUGAT bukan saja LALAI
dalam MENJALANKAN KEWAJIBANNYA namun hal ini juga
menunjukkan BELUM atau TIDAK diperlukannya gugatan hukum
oleh PENGGUGAT;

b. Bahwa apabila PENGGUGAT MENGETAHUI dan/atau MENDUGA
adanya INDIKASI pelanggaran hukum oleh TERGUGAT maka
PENGGUGAT juga memiliki mekanisme SANKSI ADMINISTRASI,
namun hal ini juga tidak pernah dilakukan. Oleh karena itu, jelas
FAKTA ini menunjukkan TERGUGAT telah melaksanakan kegiatan
usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

c. Bahwa SECARA TEGAS Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang nomor
32 tahun 2009 menyatakan bahwa :

“‘gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila

upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih
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dinyatakan tidak berhasil oleh satu atau para pihak yang
bersengketa.”

(Vide Bukti T1)

Faktanya, PENGGUGAT sama sekali tidak pernah melaksanakan (atau
berupaya melaksanakan) penyelesaian sengketa di luar
pengadilan.

Jelas berdasarkan URAIAN DIATAS maka GUGATAN PENGGUGAT adalah
GUGATAN vyang PREMATUR dan CACAT HUKUM apabila
dilanjutkan.

2. Eksepsi Gugatan kabur atau tidak jelas (obscuur Libel)

Bahwa GUGATAN PENGGUGAT yang PREMATUR juga tergambar
dari KEBINGUNGAN PENGUGAT dalam menyusun GUGATANNYA
sehingga GUGATAN MENJADI KABUR. Bahwa Gugatan PENGGUGAT
merupakan gugatan yang nyata-nyata kabur (obscuur libel) yang jelas
terlihat dari isi gugatan yang tidak jelas dan terang (onduidelijk), Hal-hal
mana yang menyebabkan ketidakjelasan tersebut dapat dilihat dari hal-
hal sebagai berikut dibawah ini:

a. Dalil Gugatan mengenai lokasi telah terjadinya kebakaran tidak

jelas.

Bahwa PENGGUGAT mendalilkan telah terjadinya kebakaran
pada titik-titik koordinat yang tidak jelas, mengada-ada, dan tidak
sesuai dengan metode dan kaidah keilmuan yang berlaku. Dalil-
dalli PENGGUGAT dalam Gugatan menyatakan bahwa telah
terjadi kebakaran di lokasi-lokasi sesuai koordinat dimana
dinyatakan dalam Butir 3.9 halaman 10 dan 11, di mana 9 dari 17
titik-titik  koordinat yang dicantumkan PENGGUGAT maupun
digunakan oleh ahli PENGGUGAT merupakan koordinat yang
sangat keliru dan tidak sesuai dengan teknik penggunaan Global
Positioning System (GPS) dalam pembacaannya.

b. Dalil PENGGUGAT mengenai waktu terjadinya kebakaran tidak
jelas dan bertentangan/kontradiktif satu dengan yang lainnya.

Bahwa PENGGUGAT dalam dalil-dalii Gugatannya,
khususnya butir 3.2 menyatakan bahwa dengan penggunaan data
hotspot disimpulkan telah terjadi kebakaran pada bulan Februari
2014 hingga November 2014 sedangkan verifikasi lapangan baru
dilakukan pada Oktober 2014 dan Desember 2014. Butir 3.2
tersebut dalam Gugatan bertentangan pula dengan dalil
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PENGGUGAT dalam butir lainnya yaitu khususnya butir 4.5.1 yang
menyatakan bahwa api pertama ditemukan pada 26 September
2014. Dengan demikian, tidak jelas, akurat dan terang mengenai
waktu kejadian kebakaran yang digugatkan PENGGUGAT dalam
Gugatannya.

c.  Dalil kerusakaan yang dimaksud PENGGUGAT tidak jelas.

Bahwa dalil-dalii PENGGUGAT khususnya butir 4.11, 4.13
dan 4.18 menyatakan bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan
hidup, namun dalam Gugatan tidak dinyatakan sama sekali oleh
PENGGUGAT kerusakan apakah yang telah terjadi. PENGGUGAT
tidak membuktikan atau menunjukkan hubungan apapun antara
kejadian kebakaran yang didalilkan PENGGUGAT dan kerugian
lingkungan hidup yang dituntutkan kepada TERGUGAT.

3. Eksepsi PENGGUGAT Tidak Lengkap
Bahwa PENGGUGAT bukan saja melakukan gugatan prematur dan
tidak jelas, namun nyata-nyata tidak memperhatikan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 90 ayat (1)
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan:
“Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab
di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi
dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang
mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.”(Vide Bukti T2)
Bahwa makna kata “dan” dalam peraturan bersifat KUMULATIF dan
bukan ALTERNATIF sehingga dasar gugatan pemerintah WAJIB
melibatkan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara
BERSAMA-SAMA, sedangkan dalam kenyataan, PENGGUGAT hanya
DIWAKILI oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Instansi
Pemerintah Pusat saja). Oleh karena itu, ketiadaan pihak
PEMERINTAH DAERAH merupakan cacat formal yang harus
diperhatikan demi kepastian hukum.

lll. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan TERGUGAT dalam Eksepsi mohon
agar dianggap sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Pokok Perkara ini, sehingga hal-hal yang telah
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disampaikan sebelumnya dalam Eksepsi dianggap telah dimasukkan

didalam Pokok Perkara;

2. Bahwa TERGUGAT secara tegas MENOLAK semua dalil-dalil yang
dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang
diakui secara tegas oleh TERGUGAT;

Adapun dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:

A. TERGUGAT Merupakan Pelaku Usaha yang Senantiasa TAAT HUKUM
dan Dibentuk Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang Berlaku.

1. Bahwa, TERGUGAT adalah sebuah Perseroan Terbatas yang sah dan
memiliki legalitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku sebagai berikut:

1.1. Akta Nomor 18 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi
Mekar Hijau yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri
Kehakiman dan HAM Nomor. C-23658 H.T.01.01.TH.2003 tentang
Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 6
Oktober 2003; (Vide Bukti T3.1)dan perubahan terakhirnya
sebagaimana tertuang dalam

1.2. Akta Nomor. 35 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa PT. Bumi Mekar Hijau No. 35 tanggal 30 Juni 2014
yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan
HAM Nomor. AHU-20270.40.22.2014 tentang Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bumi Mekar Hijau
tanggal 17 Juli 2014.(Vide Bukti T3.2)

2. Bahwa, TERGUGAT adalah sebuah perusahaan yang bergerak
dibidang usaha Hutan Tanaman Industri (“HTI”) sebagaimana tertuang
dalam akta-akta dalam poin 1 diatas dan telah memperoleh perijinan-
perijinan yang diwajibkan untuk melaksanakan usahanya berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

2.1 Keputusan Menteri Kehutanan SK.104/Menhut-V1/2004 tanggal 13
April 2004 tentang Penetapan Pemenang Penawaran dalam
Pelelangan izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan
Alam atau Hutan Tanaman.(Vide Bukti T4.1)

2.2 Keputusan Menteri Kehutanan SK.338/Menhut-11/2004 tanggal 7
September 2004 tentang Pemberian lIzin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Kepada PT. Bumi Mekar
Hijau Atas Areal Hutan seluas * 127.870 (Seratus Dua Puluh
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Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh) hektar di Provinsi
Sumatera Selatan.
(Vide Bukti T4.2)

2.3 Keputusan Menteri Kehutanan SK. 417/Menhut-11/2004 tanggal 16
Oktober 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor SK. 338/Menhut-11/2004 tanggal 7 September 2004 tentang
Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman kepada PT. Bumi Mekar Hijau Atas Areal Hutan Seluas
+127.870 (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh
Puluh) hektar di Provinsi Sumatera Selatan.(Vide Bukti T4.3)

3. Bahwa, TERGUGAT dalam kegiatan usahanya telah pula memperoleh
dokumen-dokumen lingkungan hidup yang dipersyaratan dan diwajibkan
sebelum melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku yaitu:

3.1 Keputusan Bupati Ogan Komering llir No. 195/KEP/K-PELH/2004
tanggal 8 Juli 2004 tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana
Pengelolahan Lingkungan Hidup (RKL) Dan Rencana Pemantauan
Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan hasil
Hutan Kayu Pada Hutan Tanam (IUPHHKHT) PT. Bumi Mekar
Hijau Lokasi Kecamatan Tulung Selapan dan Kecamatan Air
Sugihan Kabupaten Ogan Komering llir Luas 123.490 ha.(Vide
Bukti T5.1)

3.2 Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Kegiatan Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
(IUPHHKHT) PT. Bumi Mekar Hijau di Kecamatan Tulung Selapan
dan Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering llir Luas
123.490 ha. (Vide Bukti T5.2)

3.3 Keputusan Bupati Ogan Komering llir No. 221/KEP/K-PELH/2004
tanggal 12Agustus 2004 tentang Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
Rencana Pengelolahan Lingkungan Hidup (RKL) Dan Rencana
Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Izin Usaha
Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanam (IUPHHKHT)
PT. Bumi Mekar Hijau Lokasi Kecamatan Cengal Dan Pematang
Panggang Kabupaten. Ogan Komering llir seluas 135.070 ha.

(Vide Bukti T5.3)
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3.4 Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Di
Areal PT. Bumi Mekar Hijau Kecamatan Cengal Dan Pematang
Panggang Kabupaten. Ogan Komering llir Berdasarkan Surat
Rekomendasi Bupati Ogan Komering llir No. 708/D.Kehut/2004
Tanggal 22 Juni 2004 seluas: 135.070 ha.(Vide Bukti T5.4)

3.5 Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Di
Areal PT. Bumi Mekar Hijau Kecamatan Cengal Dan Pematang
Panggang Kabupaten Ogan Komering llir Berdasarkan Surat
Rekomendasi Bupati Ogan Komering llir No. 708/D.Kehut/2004
Tanggal 22 Juni 2004 seluas: 258. 560 ha.(Vide Bukti T5.5)

3.6 Rencana Pengelolahan Lingkungan (RKL) Kegiatan lzin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Di
Areal PT. Bumi Mekar Hijau Kecamatan Cengal Dan Pematang
Panggang Kabupaten. Ogan Komering llir Berdasarkan Surat
Rekomendasi Bupati Ogan Komering llir No. 708/D.Kehut/2004
Tanggal 22 Juni 2004 seluas: 258. 560 ha.(Vide Bukti T5.6)

B. Pelaksanaan Kegiatan Usaha TERGUGAT Senantiasa didasari dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dan
Memperhatikan Tata Kelola Usaha Hutan yang Baik.

4. Bahwa, TERGUGAT dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya
senantiasa memperhatikan panduan usaha yang baik (sesuai best
practice kehutanan) sehingga mendapatkan pengakuan berupa serifikat
baik yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga internasional (Vide Bukti
T6.1), Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) (Vide Bukti
T6.2), dan Sertifikat dari Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi
atas keselamatan kerja(Vide Bukti T6.3). Pengakuan tersebut terkait
dengan kegiatan usaha TERGUGAT yang senantiasa dilakukan
SECARA TERTIB HUKUM antara lain dengan pembukaan
lahannyayang sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang
disetujui oleh Dinas Kehutanan terkait sebagaimana tercantum dalam:
4.1 Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemafaatan Hasil Hutan Kayu

Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2010 atas Nama PT.
Bumi Mekar Hijau disetujui melalui Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor:
566/KPTS/XII/HUT/2009 Tanggal 31 Desember 2009 tentang
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Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemafaatan Hasil
Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2010 atas
Nama PT. Bumi Mekar Hijau.(Vide Bukti T7.1)

4.2 Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemafaatan Hasil Hutan Kayu
Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2011 (Revisi) atas
Nama PT. Bumi Mekar Hijau disetujui melalui Keputusan Kepala
Dinas  Kehutanan  Provinsi Sumatera  Selatan  Nomor:
586/KPTS/XI/HUT/2011 Tanggal 2 November 2011 tentang
Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemafaatan Hasil
Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2011 atas
Nama PT. Bumi Mekar Hijau.(Vide Bukti T7.2)

4.3 Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemafaatan Hasil Hutan Kayu
Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2012 atas Nama PT.
Bumi Mekar Hijau disetujui melalui Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor:
628/KPTS/XII/HUT/2011 Tanggal 27 Desember 2012 tentang
Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemafaatan Hasil
Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2012 atas
Nama PT. Bumi Mekar Hijau.(Vide Bukti T7.3)

4.4 Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemafaatan Hasil Hutan Kayu
Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2013 (Revisi) atas
Nama PT. Bumi Mekar Hijau disetujui melalui Surat Keputusan
Direktur Utama PT. Bumi Mekar Hijau Nomor: SK
052/BMH/VI1/2013, tertanggal 1 Juli 2013 tentang Pengesahan
Revisi Rencana Kerja Tahunan lIzin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun
2013 A.N Bumi Mekar Hijau di Provinsi Sumatera Selatan.

(Vide Bukti T7.4)

4.5 Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemafaatan Hasil Hutan Kayu
Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2014 atas Nama PT.
Bumi Mekar Hijau disetujui melalui Surat Keputusan Direktur
Utama PT. Bumi Mekar Hijau Nomor: SK 100/BMH/XII/2013,
tertanggal 20 Desember 2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja
Tahunan Usaha Pemafaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri
(RKTUPHHK-HTI) Tahun 2012 atas Nama PT. Bumi Mekar Hijau
di Provinsi Sumatera Selatan.(Vide Bukti T7.5)
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5. Bahwa, dalam rangka MENJAGA kelestarian lingkungan,TERGUGAT
SECARA KONSISTEN melakukan laporan berkala kepada instansi
terkait mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh TERGUGAT
sebagai berikut:

5.1 Laporan Semester | tahun 2010 Pelaksanaan Pengelolaan
Pemantauan Lingkungan (RKL & RPL) Di areal IUPHHKHT PT.
Bumi Mekar Hijau Provinsi. Sumatera Selatan, pada Juni 2010.

(Vide Bukti T8.1)

5.2 Laporan Semester |l tahun 2010 Pelaksanaan Pengelolaan
Pemantauan Lingkungan (RKL & RPL) Di areal IUPHHKHT PT.
Bumi Mekar Hijau Provinsi. Sumatera Selatan, pada Desember
2010.(Vide Bukti T8.2)

5.3 Laporan Semester | tahun 2011 Pelaksanaan Pengelolaan
Pemantauan Lingkungan (RKL & RPL) Di areal IUPHHKHT PT.
Bumi Mekar Hijau Provinsi. Sumera Selatan pada September
2011.(Vide Bukti T8.3)

5.4 Laporan Semester Il tahun 2011 Pelaksanaan Pengelolaan
Pemantauan Lingkungan (RKL & RPL) Di areal IUPHHKHT PT.
Bumi Mekar Hijau Provinsi. Sumatera Selatan, pada September
2011.(Vide Bukti T8.4)

5.5 Laporan Pelaksanaan lzin Lingkungan Periode | tahun 2012
Kegiatan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
tanaman (IUPPHK-HTI) di areal PT. Bumi Mekar Hijau Kabupaten
Ogan Komering llir Provinsi Sumatera Selatan, pada Oktober
2012.

(Vide Bukti T8.5)

5.6 Laporan Pelaksanaan lzin Lingkungan Periode Il tahun 2012
Kegiatan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
tanaman (IUPPHK-HTI) di areal PT. Bumi Mekar Hijau Kabupaten
Ogan Komering llir Provinsi Sumatera Selatan, pada Maret 2013.

(Vide Bukti T8.6)

5.7 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Periode | tahun 2013 Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Hutan tanaman (IUPPHK-HTI) di areal PT. Bumi
Mekar Hijau Kabupaten Ogan Komering llir Provinsi Sumatera
Selatan, pada Agustus 2013.(Vide Bukti T8.7)
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5.8 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Periode Il tahun 2013 Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Hutan tanaman (IUPPHK-HTI) di areal PT. Bumi
Mekar Hijau Kabupaten Ogan Komering llir Provinsi Sumatera
Selatan, pada Desember 2013.(Vide Bukti T8.8)

5.9 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Periodel tahun 2014 Kegiatan lzin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Hutan tanaman (IUPPHK-HTI) di areal PT. Bumi
Mekar Hijau Kabupaten Ogan Komering llir Provinsi Sumatera
Selatan, pada Juni 2014.(Vide Bukti T8.9)

6. Bahwa demikian pula dalam pelaksanaan kegiatan hutan tanaman
tersebut, TERGUGAT senantiasa mengembangkan TATA KELOLA
LINGKUNGAN dengan melakukan pengelolaan wilayah diantaranya di
bidang tata kelola air (water management) dengan menerapkan sistem
zonasi air terpadu dengan cara melakukan Survei dan Pembuatan
Masterplan dan Detail Desain Tata Kelola Air Hutan Tanaman Industri.

7. Bahwa pelaksanaan usaha TERGUGAT senyatanya telah
memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Hal ini dibuktikan
dengan diterapkannya sistem Persiapan Lahan Tanpa Bakar
(PLTB)sebagaimana semenjak awal kegiatan sesuai dengan Rencana
Kerja Tahunan dan Standard Operating ProcedurePersiapan Lahan
Tanpa Bakar (PLTB) (SOP revisi 1) — ISO 14001:2004 tertanggal 7
September 2012(Vide Bukti T9.1), Standard Operating Procedure
Permanenan Kayu HTI — Piet Land(SOP revisi 4) — ISO 14001:2004
tertanggal 7 September 2012 dan Standard Operating Procedure
Penanaman (SOP revisi 2) - ISO 14001:2004tertanggal 7 September
2012(Vide Bukti T9.2). Pelaksanaan dan implementasi standar
pelaksanaan Persiapan Lahan Tanpa Bakar dilakukan juga melalui
penyertaan standar pelaksanaan setiap pekerjaan yang diberikan
kepada pihak ketiga yaitu kontraktor-kontraktor yang melakukan
persiapan lahan, permanenan, pembibitan, penanaman, maupun
perawatan tanaman yang seluruhnya kegiatan yang dilakukan oleh
pihak ketiga tersebut (kontraktor-kontraktor) dituangkan dalam bentuk
perjanjian-perjanjian (Vide Bukti T9.3)dan surat perintah kerja
(SPK).(Vide Bukti T9.4)

C. TERGUGAT SENANTIASA Mengupayakan Sistem Pengelolaan
Lingkungan Termasuk Antisipasi dan Penanganan Kebakaran.
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8. Bahwa TERGUGAT menyadari salah satu resiko kegiatan usaha yang
WAJIB diantisipasi dengan baik karena BERPOTENSI merugikan
kegiatan usaha TERGUGAT yaitu KEBAKARAN, oleh karena itu,
TERGUGAT telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

8.1 Mempersiapkan alat-alat pemadam kebakarandi Distrik Simpang
Tiga berupa Mesin pompa berat, Mesin Pompa Ringan, serta
Mesin Patroli jenis Ministriker, sedangkan di Distrik Sungai Beyuku
juga terdapat Mesin Pompa Berat, Mesin Pompa Ringan, serta
Mesin Patroli serta peralatan pendukung lainnya;

8.2 Pembangunan menara pemantau api;

8.3 Membentuk struktur organisasi Tim Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan yang diantara kegiatannya mencangkup
perencanaan pengendalian kebakaran, pemantauan dan
pelaporan;

8.4 Menerapkan Peringatan Dini, Deteksi Dini Pelaporan,dan pada
musim kemarau dibentuk Posko Dalkarhut yang bertujuan
memantau seluruh kegiatan dini selama 24 jam dan sebagai pusat
operasi pengendalian kebakaran dilapangan;

8.5 Menerapkan tata kelola air dengan membuat kanal-kanal dengan
mempertahankan level air di kanal-kanal guna menjaga
kelembaban tanah dan/atau gambut;

8.6 Pemantauan lalulintas dan aktifitas masyarakat di dalam dan di
sekitar konsesi seperti memancing ikan di kanal dan mencari kayu
di tengah blok, mencari ikan dengan lebak lebung, sonor serta
pemberian tanda/pengumuman peringatan/penyadaran akan
bahaya kebakaran;

8.7 Menerapkan Standard Operating Procedures(SOP) Pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai dengan (SOP Revisi 2) - ISO
14001:2004 tertanggal 7 September 2012;

(Vide Bukti T10)

8.8 Memberikan pelatihan pemadaman kebakaran secara berkala
kepada Tim Kebakaran Hutan dan Lahan serta sertifikasi sebagai
bukti telah mengikuti pelatihan berkala untuk seluruh karyawan,
Tim Inti, Tim Supporting, Karyawan Kontraktor, dan Masyarakat.

9. Bahwa, terkait musibah kebakaran yang dipersangkakan oleh
PENGGUGAT, TERGUGAT telah melakukan upaya-upaya penanganan
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sebagaimana diatur dalam SOP TERGUGAT dan juga ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa faktor cuaca pada saat penanganan kebakaran turut
mempersulit upaya pemadaman yang dilakukan oleh TERGUGAT
karena angin kencang mengakibatkan api sering berbalik arah dan
menjalar dengan cepat ke blok lain. Cuaca terik dan tiupan angin
dengan arah yang tidak pasti mengakibatkan api semakin membesar
dan sulit dikendalikan dalam waktu singkat, demikian pula kencangnya
tiupan angin mengakibatkan terjadinya loncatan-loncatan api ke blok-
blok yang lain, baik blok yang telah ditanami akasia maupun blok yang
telah selesai dikerjakan secara mekanis maupun manual.

11. Bahwa terkait berbagai faktor yang berada diluar kekuasaan
TERGUGAT maka terdapat peristiwa kebakaran yang tidak mudah
diatasi oleh PELAKU USAHA HTI manapun. NAMUN, TERGUGAT
tetap melakukan upaya pemadaman sesuai dengan SOP dan kemudian
mengerahkan Tim Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang
terdiri dari Tim Inti, Tim Supporting, Karyawan, Masyarakat dan dibantu
oleh Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, Polisi Hutan, dan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana serta pihak lainnya untuk
memadamkan api dengan membawa peralatan pemadam seperti Mesin
Pompa Berat, Mesin Pompa Ringan, serta Mesin Patroli dan berbagai
peralatan lainnya.

D. Kebakaran yang Terjadi Pada Areal Konsesi TERGUGAT Ditimbulkan
Akibat Pihak yang Tidak Bertanggung jawab

12. Bahwa kebakaran di lahan TERGUGAT terjadi karena adanya pihak-
pihak yang tidak bertanggung jawab yang telah dilaporkan oleh
TERGUGAT kepada Kepolisian Sektor Tulung Selapan dengan
ditangkapnya pelaku yang diduga melakukan perambahan dengan
membakar lahan diwilayah areal konsesi hutan tanaman TERGUGAT
dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Tulung Selapan, yang
pada saat ini telah disidangkan di Pengadilan Negeri Kayu Agung dan
sedang menunggu Keputusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

(Vide Bukti T11)

E. Kebakaran Pada Areal Konsesi TERGUGAT Menimbulkan Kerugian
Bagi Pihak TERGUGAT.

13. Bahwa sejak dimulainya kegiatan operasional pembangunan hutan
tanaman tahun 2009 TERGUGAT telah merealisasikan penanaman
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akasia dengan perincian yang dapat dilihat dalam Rencana Kerja
Tahunan TERGUGAT dalam realisasi tanamnya.

14. Bahwa, TERGUGAT telah mengeluarkan biaya yang besar dalam
rangka Persiapan Lahan Tanpa Bakar sebagaimana telah dijelaskan
dalam butir 6,7 dan 8 Jawaban TERGUGAT diatas, maka senyata-
nyatanyalah bahwa peristiwa kebakaran dilahan TERGUGAT
merupakan suatu musibah dengan SATU-SATUNYA PIHAK yang
DIRUGIKAN dalam peristva KEBAKARAN tersebut adalah
TERGUGAT dengan terbakarnya areal yang sudah dibuka dan ditanami
POHON-POHON produktif YANG SIAP DIMANFAATKAN namun
terbakar. Sehingga selain kerugian materiil berupa matinya pohon-
pohon dan bibit tanaman yang telah ditanam, juga menimbulkan
kerugian yang besar akibat mundurnya masa panen sehingga rencana
suplai hasil panen TERGUGAT menjadi terlambat dari yang dijadwalkan
TERGUGAT.

15. Bahwa, PENGGUGAT pun menyatakan dalam dalil Gugatan butir 3.10
angka (3) bahwa terdapat tanaman yang telah ditanami dan terbakar,
sehingga PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT mengalami
kerugian dari tanaman yang terbakar tersebut akibat musibah yang
terjadi di areal konsesi TERGUGAT. Perlu TERGUGAT jelaskan juga
bahwa apabila suatu batang akasia yang telah terkontaminasi arang,
maka tidak ada satu jenis bahan kimiapun yang dapat mengembalikan
warna dan kualitasnya menjadi seperti semula, sehingga batang
tersebut menjadi tidak ada harganya dan tidak lagi dapat
dimanfaatkan/diolah menjadi bahan kertas oleh TERGUGAT, maka dari
itu dalil gugatan butir 4.5.3 Gugatan A quo pun justru menjelaskan
bahwa kerugian yang nyata-nyata dialami oleh TERGUGAT, dimana
PENGGUGAT menyatakan menemukan tanaman akasia yang sudah
ditebang/dipanen tapi belum sempat ditarik keluar dengan diameter 20-
38cm yang dimana tidak dapat dimanfaatkan/diolah oleh TERGUGAT
akibat kebakaran.

16. Selain daripada itu, TERGUGAT juga telah mengeluarkan biaya yang
besar untuk Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan akibat dari
kebakaran yang terjadi baik itu untuk pengadaan peralatan yang dibeli
maupun disewa, transportasi, konsumsi, dan biaya operasional lainnya
yang digunakan guna menanggulangi kebakaran tersebut.
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(Vide Bukti T12)

17. Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka, dalii PENGGUGAT
dalam butir 4.6 Gugatan yang menyatakan kebakaran lahan yang terjadi
di areal Hutan Tanaman Industri TERGUGAT sengaja dibiarkan oleh
TERGUGAT karena mendukung penyiapan lahan untuk pembangunan
akasia dengan biaya murah dan cara cepat, hal tersebut nyata-nyata
merupakan kesimpulan yang sangat keliru, tanpa dasar, tidak logis dan
sangat menyesatkan.

18. Bahwa daerah terdampak kebakaran sebagaimana didalilkan oleh
PENGGUGAT sepenuhnya berada pada kawasan konsesi TERGUGAT
yang secara YURIDIS merupakan TANGGUNG JAWAB TERGUGAT
untuk mengelolanya dibawah pengawasan PENGGUGAT sehingga dalil
yang menyatakan adanya kerugian negara untuk memulihkan daerah
terdampak adalah KESALAHAN KONSEP BERPIKIR YURIDIS karena
kerugian yang dimaksud PENGGUGAT sesunguhnya merupakan
KERUGIAN TERGUGAT.

19. Dengan keterangan diatas, maka dalil PENGGUGAT dalam butir 4.10
dengan sendirinya gugur, karena jelas-jelas dan senyatanya
TERGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar akibat kejadian ini,
sehingga tidak mungkin memiliki motif ekonomis dalam kejadian
kebakaran ini. TERGUGAT pula harus memulai kegiatannya lagi dari titik
awal didahului dengan membersihkan lahan yang terbakar sebelum
melakukan penanaman lagi. Selain itu, TERGUGAT juga harus
mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki prasarana dan
sarana yang rusak serta menyewa kembali kontraktor-kontraktor
(vendor TERGUGAT) untuk memulai lagi pekerjaannya dari awal
dengan biaya yang jauh lebih besar, sehingga apa yang didalilkan
PENGGUGAT dalam butir 4.10 ini sangat tidak masuk akal dan keliru
dan secara tegas harus ditolak.

F. Penerapan Kewenangan Instansi Pemerintah untuk Mengajukan Ganti
Rugi dan Tindakan Tertentu adalah Suatu Kekeliruan yang Nyata.

20. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan memperhatikan Penjelasan
Pasal 90 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup maka dalii PENGGUGAT yang
menjelaskan kedudukan PENGGUGAT berdasarkan Pasal 90 adalah
KELIRU.
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21. Penjelasan Pasal 90 menyampaikan bahwa : “ YANG DIMAKSUD
DENGAN KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BUKAN
MERUPAKAN HAK MILIK PRIVAT “. Sedangkan daerah TERDAMPAK
Kebakaran sepenuhnya merupakan KAWASAN KONSESI TERGUGAT
yang telah diberikan IZIN oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT
sehingga per definisi hukum terkualifikasi sebagai “HAK MILIK PRIVAT”
TERGUGAT sampai dengan berakhirnya masa berlaku IZIN.

G. Gugatan dan dalam Dalil-Dalilnya Disusun Tanpa Bukti-Bukti yang Valid
serta Memberikan Informasi-Informasi yang Menyesatkan.

22. Bahwa, penggunaan data hotspot oleh PENGGUGAT tanpa dilakukan
verifikasi lapangan berdasarkan kaidah keilmuan yang telah diakui
menjadikan data informasi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti
hukum yang valid, yang dapat kami jelaskan sebagai berikut:

22.1 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil butir 3.1 Gugatan
A quo yang mendalilkan:” hampir setiap tahun terjadi karhutla di
Provinsi Sumatera Selatan yang disebabkan oleh aktifitas
pembukaan lahan baik untuk hutan tanaman maupun perkebunan,
terutama pada lahan-lahan gambut sebagaimana dilaporkan oleh
BPREDD+ melalui Karhutla Monitoring System (KMS) yang
memperlihatkan adanya titik panas (hotspot) di beberapa wilayah
izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri
(IUPHHK-HTI)”. Bahwa dalil yang disampaikan adalah dalil yang
sumir karena TIDAK ADA SATUPUN LITERATUR Keilmuan yang
menyatakan HOTSPOT adalah KARHUTLA, sebab HOTSPOT
merupakan titik panas dan baru BERPOTENSI menjadi titik api,
sehingga pentingnya verifikasi lapangan. Hal mana dalam
kenyataannya pula hotspot-hotspot tersebut senantiasa diverifikasi
oleh TERGUGAT.

22.2 Bahwa TERGUGAT juga menolak dengan tegas dalil butir 3.2,3.3,
dan 4.4 Gugatan A quo yang pada intinya mendalilkan terjadinya
kebakaran di areal konsesi TERGUGAT dari Februari 2014 sampai
dengan November 2014 hanya dengan mendasarkan pada data
hot-spot (titik panas) yang bersumber dari “satelit MODIS”. Bahwa
data satelis MODIS merupakan data satelit yang tidak bebas
kesalahan (omission & commission error), sehingga mutlak untuk
diverifikasi sesuai standar ilmiah untuk dijadikan bukti iimiah yang
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akurat dalam perkara a quo karena dalam pembuktian dugaan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diperlukan BUKTI
ILMIAH YANG VALID dan DAPAT dipertanggung jawabkan
kebenarannya, sedangkan satelit MODIS berupa data yang
BELUM DAPAT DINYATAKAN VALID sebelum adanya
VERIFIKASI LAPANGAN.

PADAHAL pemeriksaan dan verifikasi lapangan BARU
dilakukan oleh tim lapangan PENGGUGAT pada tanggal 22 — 23
Oktober 2014 dan 17 Desember 2014. HAL MANA VERIFIKASI
tersebut sudah KADALUWARSA secara ilmiah karena tidak
memenuhi unsur waktu nyata (real time) atau mendekati waktu
nyata (near real time), sehingga dall PENGGUGAT yang
menyatakan bahwa telah terjadi kebakaran pada bulan Februari
2014 yang berlanjut sampai November 2014 adalah dalil yang
tidak berdasar dan pantas dikesampingkan oleh Yang Mulia
Majelis Hakim.

Disamping itu, sesungguhnya PENGGUGAT sejak 1997
berdasarkan kesepakatan Menteri Negara Lingkungan Hidup se-
ASEAN (ASEAN Regional Haze Action Plan) telah menggunakan
data hotspot menggunakan NOAA/AVHRRdan bukan data
MODIS, sehingga dasar penggunaan data MODIS PATUT
DIPERTANYAKAN.

22.3 Bahwa fakta kondisi areal Hutan Tanaman Industri TERGUGAT
telah selesai dilakukan pembukaan lahan. Sangat minim curah
hujan pada musim kemarau, menyebabkan peningkatan suhu
permukaan areal yang kemudian terdeteksi sebagai titik panas.
Demikian pula pada masing-masing areal blok Hutan Tanaman
Industri TERGUGAT terdapat kanal-kanal yang terisi air berpotensi
terjadinya sun glint pada saat matahari bersinar terik. Selain itu
kegiatan pembukaan lahan TERGUGAT yang menerapkan
Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dilakukan dengan
menggunakan alat berat untuk melakukan stacking/rumpuk yang
berpotensi memantulkan panas matahari yang bisa terdeteksi
sebagai hotspot, sehingga sekali lagi disampaikan bahwa data
HOTSPOT WAJIB diverifikasi lapangan untuk memastikan
kebenarannya.
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22.4 Bahwa sesuai kaedah ilmiah, titik panas (hot-spot) baru bisa
dikatakan sebagai titik api (fire-spot) jika telah dilakukan proses
rekognisi (recognition) dan proses identifikasi (identification) pada
saat kejadian dalam waktu nyata (real time), bukan beberapa
bulan sesudah kejadian. Mengingat peristiwa kebakaran bersifat
peka waktu (timesensitive) sehingga menuntut upaya pemantauan
secara real time, baik melalui patroli api atau menara api (di darat)
maupun pengintaian dengan pesawat udara atau satelit (dari
antariksa). Dengan demikian dalil PENGGUGAT bahwa titik panas
adalah sama dengan titik api telah gugur dengan sendirinya,
karena hanya berdasarkan proses deteksi saja tanpa dukungan
proses rekognisi dan identifikasi yang sahih memadai. LOGIKA
HUKUMNYA,, arsip titik panas Februari 2014 sampai dengan
November 2014 tersebut BERUPA INFORMASI yang baru
bersifat INDIKATIF yang BELUM DAPAT dijadikan dasar
menentukan ada atau tidaknya karhutla sebagaimana didalilkan
pada butir 3.2 dan 3.3 Gugatan.

22.5 Bahwa dengan demikian Berita Acara Verifikasi Lapangan tanggal
22-23 Oktober 2014 maupun tanggal 17 Desember 2014 perlu
kami tegaskan WAJIB DIPERTANYANYAKAN karena tidak dapat
memenuhi kaedah rekognisi apalagi identifikasi, sehingga tidak
layak dijadikan landasan yuridis atau setidaknya cacat hukum:
22.5.1 Tidak dilakukan secara waktu nyata (real time) pada saat

terjadinya Akibatnya, rekognisi koordinat titik panas mana
yang dikonfirmasi sebagai titik api tidak jelas dan tidak
meyakinkan, karena koordinat GPS hanya menyatakan
berada dalam kawasan hutan TERGUGAT (butir 3.9
Gugatan), tapi tidak dikaitkan sama sekali dengan tanggal
berapa dan koordinat titik panas yang mana yang terdapat
pada arsip rekaman satelit;

22.5.2 Dengan demikian hasil verifikasi lapangan dimaksud harus
ditolak karena karena sama sekali tidak memenuhi kaedah
iimiah verifikasi hot spot. Akibatnya tidak ada satupun data
hotspot (butir 3.2 Gugatan) yang bisa diverifikasi sebagai fire
spot oleh PENGGUGAT. PENGGUGAT tidak bisa
membuktikan kapan tanggal terjadinya kebakaran, apalagi
untuk ldentifikasi sumber asal api maupun pelakunya.
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22.6 Bahwa berdasarkan uraian diatas maka SUATU HAL YANG
LOGIS untuk MEMPERTANYAKAN dasar dari Ahli PENGGUGAT
yaitu Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. yang
membenarkan telah terjadinya kebakaran di areal konsesi
TERGUGAT sejak sekitar bulan Februari 2014 sampai dengan
bulan November 2014, padahal dalam periode tersebut belum
dilakukan pengecekan lapangan sebagaimana didalilkan
PENGGUGAT pada butir 3.4. Gugatan A quo. Demikian pula patut
dipertanyakan langkah PENGGUGAT yang justru menggunakan
data dan informasi dari Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr.
sekaligus menunjuk beliau sebagai ahli kebakaran dalam perkara
tersebut. Yang mana tentu akan menimbulkan subyektivitas
mengenai hasil penelitian karena Ahli yang meneliti telah
memberikan  kesimpulannya bahkan sebelum melakukan
penelitian.

22.7 FAKTA YANG LEBIH MEMPRIHATINKAN adalah KETIDAK
AKURATAN data lokasi yang dinyatakan oleh AHLI PENGGUGAT
sebagaimana didalilkkan pada butir 3.9 Gugatan yang menyatakan
bahwa Tim Lapangan menemukan fakta dan menyatakan terbukti
bahwa titik koordinat lokasi bekas terbakar berada di wilayah hutan
tanaman TERGUGAT berdasarkan Berita Acara Verifikasi
Lapangan pada tanggal 22-23 Oktober 2014 dan tanggal 17
Desember 2014, tanpa sama sekali mampu menunjukkan
koordinat hotspot yang mana yang telah berhasil diverifikasi oleh
PENGGUGAT sebagai firespot.Lebih fatalnya lagi, sebanyak 9 dari
total 22 koordinat (40,90%) yang diberikan tidak sahih secara
ilmiah.

23. Bahwa, TERGUGAT menolak pula dengan tegas hasil dan laporan Tim
Lapangan PENGGUGAT yang melakukan verifikasi dilokasi bekas
terbakar yang berada di Simpang Tiga sebagaimana dalil 3.9 Gugatan A
quo, hal tersebut dikarenakan koordinat yang digunakan tidak sesuai
dan tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan metode pengambilan
GPS yang baik dan benar serta sesuai dengan kaidah keilmuan yang
berlaku sesuai dengan fakta dilapangan. Hal tersebut diatas
menjelaskan bahwa verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tim
Lapangan PENGGUGAT asal-asalan, tidak akurat, bahkan tidak sesuai
dengan kaidah keilmuan yang seharusnya berlaku. Implikasinya atas

Hal. 42 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Direkiori Putasan-Mahkamah 'Agung-Republik'indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan pengambilan koordinat tersebut menyebabkan alat bukti
yang didallkan PENGGUGAT menjadi tidak valid karena proses
pengambilan dan pemeriksaannya tidak didasarkan pada metodologi
ilmu pengetahuan yang paling sahih, terbaru dan diakui para ahli dalam
bidang ilmu yang bersangkutan.

24. Bahwa TERGUGAT juga menolak dalil Gugatan butir 3.10 angka (5),
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Jawaban butir 8
mengenai sarana prasarana pengendalian kebakaran. Perlu
TERGUGAT tegaskan bahwa tidak terdapat ketentuan perundang-
undangan yang mengatur mengenai jumlah minimum sarana prasarana
pengendalian kebakaran yang harus dimiliki oleh suatu pemilik usaha
didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga dalil
PENGGUGAT yang menyatakan sarana prasarana pengendalian
kebakaran sangat minim adalah sangat tidak berdasar dan keliru,
karena PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan landasan atas jumlah
minimum yang harus dimiliki TERGUGAT dalam dalilnya tersebut.
Begitu pula dengan gudang penyimpanan peralatan dan bangunan
gedung tidak begitu baik dan tidak memadai adalah pernyataan yang
sangat keliru dan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, selain
daripada itu PENGGUGAT tidak memiliki alas dasar yang jelas
mengenai apa yang dimaksud dengan standar baik dan memadai dalam
Gugatan A quo.

25. Bahwa dengan demikian tidak benar kiranya uraian dalil-dalil pada
Gugatan yang pada intinya menyatakan TERGUGAT telah sengaja
membakar lahan miliknya yang dikualifikasi sebagai perbuatan
melanggar hukum. Dalil mana kiranya hanya didasarkan pada asumsi-
asumsi ahli yang keliru dan tidak melalui proses deteksi, rekognisi dan
identifikasi sesuai prosedur ilmiah pengintaian api dengan satelit,
maupun standar proses pelaporan verifikasi hotspot yang aturannya
telah ditetapkan,dan harus dilakukan secara sahih (valid), lengkap serta
tidak kadaluwarsa untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti. Selain itu
kesimpulan tersebut juga keliru akibat tidak dipahaminya pelaksanaan
teknis di bidang Hutan Tanaman Industri oleh ahli yang menganalisis
sebagaimana telah TERGUGAT uraikan di atas.

26. Bahwa dalil Gugatan butir 4.1, 4.2, dan 4.3 tidak serta-merta
menjadikan TERGUGAT adalah yang melakukan perbuatan sengaja
membakar lahan seperti yang dituduhkan PENGGUGAT dalam dalilnya,
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karena TERGUGAT telah menjelaskan bahwa terdapat FAKTA pelaku
yang telah dilaporkan TERGUGAT dan FAKTOR ALAM yang turut
mempersulit upaya penanganan meskipun TERGUGAT telah
melakukan upaya Pengendalian Kebakaran Lahan dengan maksimal
sesuai dengan sebagaimana dinyatakan dalam huruf C Jawaban
TERGUGAT diatas.

27. Bahwa TERGUGAT tegas menolak dalil gugatan butir 4.5 yang
menyatakan bahwa hasil verifikasi sengketa lingkungan yang dilakukan
tertanggal 17 Desember 2014 di lokasi kebakaran ditemukan fakta api
pertama terjadi pada tanggal 26 September 2014 juga menyebabkan
timbulnya inkonsistensi dengan pernyataan PENGGUGAT dalam dalil
gugatan sebelumnya (dalil gugatan butir 3.3 dan 3.4 yang secara tegas
TERGUGAT tolak sebelumnya) yang menyatakan terjadi kebakaran
sejak Februari 2014, Hal ini menjelaskan bahwa dalil yang dikemukakan
oleh PENGGUGAT asal-asalan, keliru dan dibuat-buat saja tanpa
memperhatikan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan serta
tanpa dasar ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan. Selain itu Pihak
PENGGUGAT juga tidak menjelaskan lokasi dimanakah api tersebut
ditemukan namun berkesimpulan bahwa api ditemukan pertama kali
pada tanggal 26 September 2014 (Dalil Butir 4.5.1.).

28. TERGUGAT juga menolak dalil gugatan butir 3.10 angka (2) yang
menunjukkan dimana Inkonsistensi PENGGUGAT yang dalam dalilnya
menyatakan ditemukan petak tanaman akasia yang terbakar di Distrik
Beyuku diantaranya pada petak blok O, N, E, P, Q dan D sedangkan
dalam dalil Gugatan butir 4.5.2 Gugatan A quo PENGGUGAT
menyatakan ditemukan lahan bekas terbakar di distrik yang sama
namun berada pada estate O, N, E, P, dan Q, selain daripada
kesalahan dalam menentukan bagian mana yang kebakar,
PENGGUGAT juga tidak dapat menentukan penggunaan Petak, Blok
atau Estate yang digunakannya, dan perlu TERGUGAT jelaskan bahwa
TERGUGAT tidak pernah mengenal istilah estate dalam pembagian
daerah didalam konsesinya. Hal tersebut menjelaskan ketidak pahaman
tim lapangan PENGGUGAT dalam menyusun laporan verifikasi
lapangannya serta asal-asalan dan keliru dalam menentukan areal yang
kebakaran. Dengan penjelasan diatas ini, TERGUGAT menolak pula
dengan tegas dalil-dalil gugatan tersebut ditambah lagi dengan tidak
adanya penjelasan oleh PENGGUGAT mengenai siapa yang mengakui
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sejak Februari hingga November 2014 dalam dalil 3.10 angka (2)
Gugatan.

Dan dalam dalil gugatan butir 3.10 Angka (1) terdapat petak yang
tidak ada didalam peta tanaman TERGUGAT dan juga pengulangan
oleh PENGGUGAT pada petak STH 4120.

29. TERGUGAT dengan tegas menolak dalili yang disampaikan
PENGGUGAT dalam butir 3.10 angka (1) dan (2) serta butir 4.9
Gugatan A quo, dimana lahan terbakar BUKAN merupakan bagian yang
terdapat didalam Rencana Kerja Tahunan 2014 (RKT)
TERGUGAT,sehingga jelas hubungan kausalitas yang didalilkan
PENGGUGAT tidak masuk akal dan logika apabila alasannya adalah
membuka lahan dengan biaya murah dan cara yang tepat, apalagi
mendalilkan kesengajaan sebagai unsur dengan sendirinya menjadi
semakin tidak beralasan dan dibuat-buat serta tidak memiliki dasar
motivasi yang jelas dan kuat. Selain daripada hal tersebut, TERGUGAT
juga telah menggunakan jasa kontraktor-kontraktor untuk melakukan
pembukaan lahan, penanaman, pembibitan dan perawatan yang bentuk
kerjasamanya dituangkan dalam bentuk Perjanjian—Perjanjian dan Surat
Perintah Kerja (SPK). Dan perlu TERGUGAT tegaskan kembali bahwa
sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa pembukaan Lahan
yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah Persiapan Lahan Tanpa Bakar
(PLTB) sebagaimana tertuang dalam Standard Operating Procedure
Persiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) (SOP revisi 1) — ISO 14001:2004
tertanggal 7 September 2012, Standard Operating Procedure
Pemanenan Kayu HTI — Piet Land (SOP revisi 4) — ISO 14001:2004
tertanggal 7 September 2012 dan Standard Operating Procedure
Penanaman (SOP revisi 2) - ISO 14001:2004 tertanggal 7 September
2012 dan Standar-standar operasional tersebut berlaku pula untuk
seluruh Kontraktor dan Vendor TERGUGAT yang bekerja untuk
membuka lahan, pembibitan, penanaman dan perawatan.

30. Bahwa berdasarkan uraian diatas, JELAS TIDAK DAPAT DIPAHAMI
secara NALAR AKAL SEHAT dalii PENGUGAT yang sebagaimana
disampaikan pada butir 4.7 tentang adanya ‘maksud’ atau ‘intent’ dari
TERGUGAT, hal mana dapat dibuktikan secara sederhana KERUGIAN
nyata akibat kebakaran bagi TERGUGAT dan MENINGKATnya Biaya
operasional sebagai dampak dari kebakaran sehingga ‘maksud’ atau
‘intent’ yang dimaksud oleh PENGGUGAT adalah TIDAK MENDASAR.
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31. Lebih Lanjut, TERGUGAT perlu menjelaskan Bahwa Kawasan Lahan
TERGUGAT telah sesuai dengan izin usaha dan dokumen lingkungan
TERGUGAT sebagaimana disebutkan sebelumnya diatas dan TIDAK
TERDAPAT Kawasan Lindung Gambut.

32. Bahwa dalil Gugatan butir 4.11 yang menyatakan bahwa telah terjadi
kerusakan lahan gambut atau lahan basah akibat pembiaran kebakaran
adalah seluas 20.000 ha adalah dalil yang mengada-ada dan tidak
dilandasi dengan fakta-fakta ilmiah. PENGGUGAT tidak menjelaskan
sedikitpun dasar perhitungan yang digunakan oleh PENGGUGAT dalam
mengasumsikan bahwa luas kerusakan yang ditimbulkan adalah
terhadap lahan TERGUGAT seluas 20.000 ha. Luasan yang dinyatakan
terbakar oleh PENGGUGAT senyatanya hanya berdasarkan perkiraan
kasar yang tidak jelas metodologinya dan oleh karenanya tidak dapat
diterima dan dipertanggungjawabkan. PENGUGAT juga tidak
menjelaskan dampak kebakaran pada masing-masing kawasan dan
hanya merupakan DALIL yang digeneralisasi saja. Padahal senyatanya
bekas kebakaran lahan sifatnya tidak merata (tidak seluruhnya terbakar)
sesuai rambatan api atau akibat adanya intervensi pemadaman yang
dilakukan oleh TERGUGAT. Kawasan seluas 20.000 ha adalah sangat
besar yang mustahil bisa dipetakan PENGGUGAT hanya dengan
pengematan darat selama tiga hari (22-23 Oktober 2014 dan 17
Desember 2014), kecuali bila mengerahkan petugas darat dalam jumlah
yang sangat banyak ataupun menggunakan metode ilmiah lain tertentu.
Oleh karena itu mutlak diperlukan uraian rinci dari PENGGUGAT
tentang: (1) metode ilmiah apa yang digunakan untuk pengukuran luas
bekas kebakaran, (2) berapa angka luas kawasan bekas terbakar yang
dapat dipetakan dengan metode tersebut, (3) berapa luas bekas
terbakar yang masuk dalam lahan gambut, karena tidak semua
kawasan konsesi merupakan lahan gambut, dan (4) menyajikan hasil
metode tersebut secara rinci dalam peta yang sahih secara ilmiah.
Dalam dalilnya pula PENGGUGAT tidak menjelaskan kerusakan seperti
apa yang terjadi pada Gambut yang dimaksud oleh PENGGUGAT
sehingga dalil yang meyatakan kerusakan gambut pantas
dikesampingkan.

Begitu pula pernyataan dalam dalil gugatan butir 4.12 dan 4.13
yang menyatakan ada faktor ‘maksud’ atau ‘tujuan’ yang inherent dalam
peristiwa kebakaran sehingga terbukti unsur kesengajaan dan
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TERGUGAT memiliki kepentingan atas terbakarnya lahan, maka

TERGUGAT wajib bertanggung jawab atas kerusakan tanah gambut

yang ditimbulkan oleh kebakaran di atas lahan hutan tanaman industri

milik TERGUGAT adalah peryataan yang keliru dan tidak bisa diterima
oleh TERGUGAT. Sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa lahan
yang terbakar adalah bukan merupakan bagian dalam Rencana Kerja

Tahunan 2014 (RKT 2014) dan kemudian TERGUGAT pun telah

mengeluarkan biaya yang tidak murah untuk menggunakan Jasa

Kontraktor dalam pembukaan lahan, penanaman, pembibitan dan

perawatan tersebut kemudian sengaja melakukan pembakaran

sebagaimana didalilkan PENGGUGAT. maka karena untuk apa

TERGUGAT membuka lahan yang dimana lahan tersebut telah dibuka

sebelumnya dan sudah tanam? Dan PENGGUGAT tidak pernah

menjelaskan kerusakan lahan gambut seperti apa ataupun baku mutu
apa yang terlampaui?

33. Bahwa dalil PENGGUGAT butir 4.14 adalah dalil repetisi sebagaimana
telah TERGUGAT bantah dan jelaskan sebelumnya dimana
TERGUGAT telah:

33.1 Mempersiapkan alat-alat pemadam kebakaran di Distrik Simpang
Tiga berupa Mesin pompa berat, Mesin Pompa Ringan, serta
Mesin Patroli jenis Ministriker, sedangkan di Distrik Sungai Beyuku
juga terdapat Mesin Pompa Berat, Mesin Pompa Ringan, serta
Mesin Patroli serta peralatan pendukung lainnya;

33.2 Pembangunan menara pemantau api;

33.3 Membentuk struktur organisasi Tim Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan yang diantara kegiatannya mencangkup
perencanaan pengendalian kebakaran, pemantauan dan
pelaporan;

33.4 Menerapkan Peringatan Dini, Deteksi Dini Pelaporan,dan pada
musim kemarau dibentuk Posko Dalkarhut yang bertujuan
memantau seluruh kegiatan dini selama 24 jam dan sebagai pusat
operasi pengendalian kebakaran dilapangan;

33.5 Menerapkan tata kelola air dengan membuat kanal-kanal dengan
mempertahankan level air di kanal-kanal guna menjaga
kelembaban tanah dan/atau gambut;

33.6 Pemantauan lalulintas dan aktifitas masyarakat di dalam dan di
sekitar konsesi seperti memancing ikan di kanal dan mencari kayu
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di tengah blok, mencari ikan dengan lebak lebung, sonor serta
pemberian tanda/pengumuman peringatan/penyadaran akan
bahaya kebakaran;

33.7 Menerapkan Standard Operating Procedures(SOP) Pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai dengan ISO 14001:2004;

33.8 Memberikan pelatihan pemadaman kebakaran secara berkala
kepada Tim Kebakaran Hutan dan Lahan serta sertifikasi sebagai
bukti telah mengikuti pelatihan berkala untuk seluruh karyawan,
Tim Inti, Tim Supporting, Karyawan Kontraktor, dan Masyarakat.

34. Sehingga jelas bahwa TERGUGAT telah memiliki sarana dan prasarana
serta melakukan segala upaya terbaik yang dapat dilakukan untuk
Pengendalian Kebakaran Lahan sebagaimana telah diterangkan
sebelumnya juga diatas, sehingga unsur kesalahan sengaja
membiarkan lahannya terbakar seperti yang didalilkan PENGGUGAT
adalah keliru dan tidak berdasar. Apalagi TERGUGAT menyadari
kerugian sebagaimana diterangkan dalam huruf D Jawaban
TERGUGAT diatas, maka tidak mungkin dan masuk akal (logis) apabila
TERGUGAT sengaja membiarkan lahannya terbakar. Dan TERGUGAT
juga menolak dengan tegas verifikasi lapangan sebagaimana didalilkan
dalam gugatan butir 3.10 angka (4) yang menyatakan tentang jumlah
karyawan dan pasukan pemadaman karena tidak sesuai dengan
kenyataan dilapangan.

35. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil gugatan butir 3.11
seluruhnya dimana PENGGUGAT menyatakan ditemukannya tanda-
tanda fisik kebakaran namun dalam dalil selanjutnya butir 3.11 angka (i),
(ii), (iii), (iv), dan (v) sama sekali tidak menerangkan kerusakan atau
baku mutu yang terlampaui dilahan TERGUGAT, maka pernyataan
dalam dalil butir 3.11 adalah keliru dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan. PENGGUGAT malah menjelaskan mengenai:
secara visual tidak terlalu baik tanaman akasia yang terbakar dimana
ditemukan gulma dan tumbuhan bawah dipermukaan lahan tanaman
(angka i) yang nyatanya bahwa tanaman akasia TERGUGAT sangat
baik karena didukung dengan pembibitan menggunakan bibit unggulan
serta proses penanaman yang sangat teliti dan hati-hati dan diawasi
agar sesuai dengan SOP hingga hasilnya dipastikan baik untuk
mendukung standar kualitas supply TERGUGAT; jarak dengan
masyarakat (angka ii) yang tidak jelas maksudnya; repetisi mengenai
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pergerakan hotspot (angka i) yang telah TERUGAT bantah

sebelumnya diatas; repetisi dalil mengenai Sarana Prasarana yang juga

telah dibantah sebelumnya, dan air didalam kanal (angka v) yang tidak

PENGGUGAT ketahui fungsinya sebagai apa. Maka sudah

sepatutnyalah Majelis Hakim menolak dalil Gugatan ini.

36. Bahwa dalil butir M dalam Gugatan terkait Putusan Mahkamah Agung
R.l. Nomor 1794 K/Pdt/2004 yang merupakan putusan terkait gugatan
atas terjadinya longsor yang mengakibatkan puluhan korban jiwa dan
bukan dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum. Sehingga
putusan dimaksud tentunya tidak relevan dengan pembuktian perkara A
quo dimana PENGGUGAT menuntut TERGUGAT dinyatakan
melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Demikian pula perkara yang diputus Mahkamah Agung R.l.
tersebut secara kasuistis tidaklah sama dengan perkara A quo. Dimana
dalam perkara mandalawangi tersebut Perum Perhutani dkk dinyatakan
bertanggung jawab mutlak karena sebelumnya telah mengetahui
adanya titik-titik yang berpotensi longsor namun tidak memberitahukan
kepada masyarakat sekitar maupun pemerintah setempat sehingga
akhirnya terjadi longsor yang menelan 20 korban jiwa masyarakat.
Adapun dalam perkara A quo TERGUGAT telah memiliki sarana dan
prasarana, standar operasi serta telah melaksanakan pencegahan dan
penanggulangan api di lahan TERGUGAT sehingga tetap dapat
berfungsi  sebagaimana peruntukkannya. Dan dengan tegas
disampaikan TERGUGAT bahwa dalam perkara A quo tidak terdapat
korban jiwa maupun menyebabkan sakit bagi warga sekitar.

H. Tuntutan PENGGUGAT Tidak Berdasar dan Dibuat Mengada-Ada
Tanpa Adanya Posita yang mendukung Petitum.

37. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dali PENGGUGAT
pada butir 6 Gugatan yang menyatakan mengenai kerugian akibat
perbuatan TERGUGAT dengan penjabaran sebagai berikut:

37.1 Bahwa dalam dalil-dalii Gugatannya, PENGGUGAT tidak
sedikitpun menyatakan atau membuktikan adanya kerusakan
tanah gambut atau pencemaran wudara yang kemudian
mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang nilai-nilainya
dianggap dapat diganti oleh TERGUGAT. PENGGUGAT hanya
menyatakan dalam dalil butir 4.11 bahwa terdapat analisis hasil
laboratorium yang disimpulkan telah terjadi kerusakan tanpa

Hal. 49 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Direkiori Putasan-Mahkamah 'Agung-Republik'indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan unsur-unsur yang dinyatakan oleh PENGGUGAT

sebagai kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran.

37.2 Bahwa dalil Gugatan butir 4.11 PENGGUGAT yang menyatakan

bahwa telah terjadi kerusakan lahan gambut atau lahan

basah akibat pembiaran kebakaran seluas 20.000 ha adalah dalil
yang mengada-ada dan tidak dilandasi dengan fakta-fakta ilmiah.
PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan sedikitpun dasar
perhitungan yang digunakan oleh PENGGUGAT dalam berasumsi
bahwa luas kerusakan yang ditimbulkan adalah terhadap lahan
TERGUGAT seluas 20.000 ha. Luasan yang dinyatakan terbakar
oleh PENGGUGAT senyatanya hanya berdasarkan perkiraan
kasar yang diukur dari titik terluar areal blok-blok. Padahal
senyatanya bekas kebakaran di lahan TERGUGAT hanya berupa
spot-spot (tidak seluruhnya terbakar) yang menunjukkan adanya
intervensi pemadaman yang dilakukan olehn TERGUGAT.

37.3 Bahwa dalil kerusakan lahan gambut yang didalilkan oleh
PENGGUGAT adalah dalil yang tidak benar. Kenyataannya di
beberapa lahan yang didalilkan terbakar oleh PENGGUGAT telah
dilakukan penanaman akasia kembali oleh TERGUGAT dan
menunjukkan bahwa tanaman akasia tersebut tumbuh normal.

37.4 Bahwa dalil penghitungan ganti kerugian ekologis yang didalilkan
PENGGUGAT pada butir 6.1 angka (1) Gugatan merupakan dalil
yang tidak berdasar. Sebagaimana yang telah TERGUGAT
uraikan sebelumnya dan akan kami buktikan lebih lanjut dalam
tahap pembuktian, senyatanya areal bekas terbakar tidak terjadi
kerusakan lahan dan lahan gambut masih berfungsi normal
sebagai penyimpan air yang bersifat hidrofilik maupun sebagai
medium bagi berbagai proses mikrobiologis yang mendukung
kesuburannya. Selain itu tuntutan tersebut tidak jelas dan tidak
berdasar antara lain karena :

37.41 TERGUGAT telah memiliki sistem tata kelola air yang
tepat guna sehingga penuntutan untuk pembuatan dan
pemeliharaan reservoir serta pengaturan tata air sehingga
dalil gugatan butir 6.1.1.a,b dan ctidak berdasar.

37.4.2 Tidak jelas erosi yang dimaksud PENGGUGAT dalam dalil
gugatan butir 6.1.1.d, faktanya di lapangan tidak terdapat
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erosi karena lahannya termasuk dalam kategori sangat
landai;

37.4.3 Biaya pembentukan tanah yang didalilkan Rp. 50.000,-/ha
sebagaimana dalil gugatan butir 6.1.1.e senyatanya tidak
memiliki dasar dan tidak jelas maksudnya;

37.4.4 Tidak jelas apa yang dimaksud pendaur ulang unsur hara
dalam dalil butir 6.1.1.f;

37.4.5 Tidak jelas limbah apa yang dimaksud PENGGUGAT
dalam dalil gugatan dalam butir 6.1.1.g, mengingat di areal
TERGUGAT tidak terdapat limbah.

Sehingga seluruh apa yang didalilkan dalam gugatan butir
6.1.1 sudah selayaknya dikesampingkan secara keluruhan oleh
Majelis Hakim.

37.5 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil
PENGGUGAT dalam butir 6.1 Gugatan. Dalil butir 6.1 Gugatan
yang menggunakan Lampiran IV Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup Nomor 7 tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup
akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
khususnya Bab IV memiliki judul “Contoh Penghitungan Kerugian
Lingkungan Hidup”. Penggunaan rumusan-rumusan dalam Bab IV
tersebut tidak dapat digunakan terpisah dari bagian-bagian lain
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014
dimaksud,  khususnya terkait dengan langkah-langkah
penghitungan kerugian lingkungan (halaman 10-11 Lampiran |l
Peraturan Menteri Lingkunga